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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan
ridho-Nya kepada kita semua, sehingga Penyusunan Rencana Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun
2024 dapat terselesaikan. Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2024 ini
melihat dari evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar
usulan program dan kegiatan dari setiap bidang dan seksi serta usulan dari
berbagai pihak serta. Rencana Kerja 2024 ini merupakan tahun ketiga dari
pelaksanaan Renstra 2021-2026. Rencana Kerja sebagai dokumen
perencanaan organisasi perangkat daerah yang memuat kebijakan dan
program/ kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan
penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran
2024 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
Tahun Lalu dan Perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja
diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi Institusi baik
Pemerintah, mitra kerja maupun masyarakat umum. Dengan tersusunnya
Rencana Kerja Tahun 2024, kami berharap agar apa yang dituangkan
dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan
kegiatan tahun 2024, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahap tahun
selanjutnya, terima kasih.
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BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 69 TAHUN 2024

- TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan

ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil
rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari
dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok
sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah
Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;

. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat
Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 00);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4868);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);



Menetapkan

34

12.

13.

14.

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1.
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 109);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor
S5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 97);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7
Tahun 2022 tentang  Sistem = Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025.



Menetapkan

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir kali dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1;
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 109);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor
S5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 97);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7
Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2024 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

j 3
2.

10.

11,

12

13.

14.

15,

Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA
Kabupaten Purbalingga.

. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten

Purbalingga.

. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang

selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai
dengan Tahun 2025.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang

selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan
nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai
dengan Tahun 2024.

.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
sebagai penjabaran dari RPJMD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah
hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan
arahan  kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan
pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.



16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah
untuk mewujudkan tujuan.

18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat
yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan
perencanaan.

19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

20.Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilaj keberhasilan
pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat
Daerah.

24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah.

25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan
urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-5 (empat)
Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;

b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar
sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;dan

c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun
2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun
Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-

2026.



(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan
penyusunan RKPD.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.

(2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
. Dinas Kesehatan;
. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
. Dinas Perumahan dan Permukiman;
Satuan Polisi Pamong Praja;
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;
. Dinas Tenaga Kerja;
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
Dinas Lingkungan Hidup;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
. Dinas Perhubungan;
. Dinas Komunikasi dan Informatika;
. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
. Dinas Pertanian;
Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
.Sekretariat Daerah;
. Sekretariat DPRD;
.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah;
x. Badan Keuangan Daerah;
y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
z. Insektorat Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
cc. RSUD Panti Nugroho; dan
dd. Kecamatan Kemangkon,;
ee. Kecamatan Bukateja;
ff. Kecamatan Kejobong;
gg. Kecamatan Kaligondang;
hh.Kecamatan Purbalingga;
ii. Kecamatan Kalimanah;
jj. Kecamatan Kutasari,
kk. Kecamatan Mrebet;
1. Kecamatan Bobotsari;
mm. Kecamatan Karangreja;
nn.Kecamatan Karanganyar;
oo. Kecamatan Karangmoncol;
pp. Kecamatan Rembang;
qq. Kecamatan Bojongsari;
rr. Kecamatan Padamara;
ss. Kecamatan Pengadegan;
tt. Kecamatan Karangjambu;
uu.Kecamatan Kertanegara.
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(3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpi :
isahk
Bupati ini. pisahkan dari Peraturan

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Renja PD.

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD; dan
c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.

Kepala Perangka:t Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui

gepaﬁl Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan
aerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-
undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf ¢, meliputi
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana
program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo
anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
tahun berjalan, terjadinya bencana alam, goncangan politik, Kkrisis
ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah,
atau perubahan kebijakan nasional.

Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada
Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan

Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah
Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-
2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat

Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen
perencanaan terbaru dimaksud



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Juli 2024

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2% Juli 2024




1) [

1.2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR (9 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas
Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai
dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan
rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif,
lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program,
kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan
kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
(RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-
2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72
Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan
Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja
PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun
2025, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing
Perangkat Daerah.

Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);




10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4868);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 30) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor S5 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020
Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga

Nomor 97);



15.1.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022

1o,

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai

penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-lima pelaksanaan Renstra
PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan
pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD
Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan
fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung
perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan
program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang
ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun
2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat
Daerah;

2. Menjadi alat untuk menjamin  keterkaitan  perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.



BAB II
RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai
berikut:

S1 SO fo. o

10.
(e
12,
13.
14.
15.
16.
L7
18.
19.
20.
2%,
22,
23.

24.
25.
26.
27
28.
29,
30.
3t
o2,
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39,
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Dinas Perumahan dan Permukiman;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

Dinas Tenaga Kerja,

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Dinas Pertanian,;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
Sekretariat Daerah;

Sekretariat DPRD;

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah;

Badan Keuangan Daerah;

Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
Insektorat Daerah;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

RSUD Goeteng Taroenadibrata;

RSUD Panti Nugroho; dan

Kecamatan Kemangkon;

Kecamatan Bukateja;

Kecamatan Kejobong;

Kecamatan Kaligondang;

Kecamatan Purbalingga;

Kecamatan Kalimanah;

Kecamatan Kutasari;

Kecamatan Mrebet;

Kecamatan Bobotsari,

Kecamatan Karangreja;

Kecamatan Karanganyar,

Kecamatan Karangmoncol;

Kecamatan Rembang;

Kecamatan Bojongsari;

Kecamatan Padamara;

Kecamatan Pengadegan;

Kecamatan Karangjambu;

Kecamatan Kertanegara.



BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat
Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja
selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari
perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana
Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya
lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan
strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi
pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk
mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja merupakan dokumen
dasar penyusunan program kegiatan OPD/Perangkat Daerah ke dalam
KUA dan PPAS serta penyusunan dan perencanaan program kegiatan
yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
Renja Perangkat Daerah juga merupakan salah satu instrumen untuk
evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Instansi untuk
mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana
Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah, pada tahun
2025 ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Renja Bappelitbangda Tahun 2025 | 1



Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja
Perangkat Daerah, adalah meliputi:

persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;

penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerabh;

a
b

Cc. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;

d pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan

f.

penetapan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Purbalingga
Tahun 2025 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Renja Bappelitbangda Tahun 2025 | 2



10.

11.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional lImu
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6374);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4698);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Renja Bappelitbangda Tahun 2025 | 3



12.

13.

14,

15.

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 98);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembnagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Jangka Panjang Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
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17.

18.

19.

1.3

Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi
Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah;

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Purbalingga;

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 72);

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
2025.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Renja OPD adalah untuk

memberikan acuan dan panduan dalam melakukan perencanaan

pembangunan sehingga sesuai dengan arah kebijakan yang telah

ditetapkan dengan melihat prioritas kegiatan dan kemampuan anggaran

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sejalan

dengan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga.

1.4

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja OPD Tahun 2025 adalah :
BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan
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BAB. Il. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB Ill. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
BAB V. PENUTUP
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BAB Il
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas
kinerja  instansi  pemerintah, dilaksanakan guna  mengetahui
program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target
ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja
dalam Renja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga tahun 2023
didasarkan pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun
2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026, untuk mengetahui:
1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program/kegiatan;

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Perangkat Daerah;

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
Capaian Renstra

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 dan pencapaian
Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga sampai dengan

tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 11.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra
Sampai dengan Tahun 2024

Kode

Program/Kegiatan/Su
b Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiata
n/ Sub Kegiatan
(outputs)

Target Kinerja Capaian
Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2026

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu
(Tahun 2023)

Target Renja
Perangkat
Daerah
(Th 2023)

Realisasi Renja
Perangkat
Daerah
(Th 2023)

Tingkat
Realisasi
(%)

Target Program
dan kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah Tahun
2024)

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

berjalan

Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(Tahun 2024)

Tingkat
Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

4 5

7

8

9=(8/7)*100

10

11=10+8

12=(11/4)*100

Indikator

Satuan

UNSUR PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN

5.01

PERENCANAAN

5.01.01.

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN

Presentase
ketersediaan laporan
capaian kinerja

100 persen

100

100

100

100

100

100

Persentase Temuan
Pengelolaan
Anggaran yang
ditindaklanjuti

100 persen

100

100

100

100

100

100

Persentase
pengelolaan
administrasi aset
milik daerah sesuai
ketentuan

100 persen

100

100

100

100

100

100

Persentase
Ketersediaan
layanan
kepegawaian,
administrasi umum
dan jasa penunjang
urusan pemerintahan
daerah

100 persen

100

100

100

100

100

100
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu

Target Program

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

Indikator Kinerja T Kineria Capai (Tahun 2023) dan keai berjalan
/Kegiatan/Su Program algr?)t rf:lrr]'r?r(genzgﬂan an(Rgg'IZtan Realisasi
Kode Progrt?rl?egigtan (Outcomes)/K_eglata Perangl?at Daerah) Tahun Target Renja Realisasi Renja Tingkat Perangjkat Capaian TingI_(at
n/ Sub Kegiatan 2026 Perangkat Perangkat Realisasi Program dan Capaian
ealisasi Daerah Tahun ) e
(outputs) Daerah Daerah %) 2024) Kegiatan s/d Realisasi Target
(Th 2023) (Th 2023) tahun berjalan Renstra (%)
(Tahun 2024)
1 2 3 4 5 7 8 9=(8/7)*100 10 11=10+8 12=(11/4)*100
Indikator Satuan
Persentase 100 persen 100 100 100 100 100 100
pengadaan barang
milik daerah
Persentase 100 persen 100 100 100 100 100 100
pemeliharaan barang
milik daerah
5.01.01.201 | Perencanaan, Dokumen 100 persen 100 100 100 100 100 100
Penganggaran, dan perencanaan dan
Evaluasi Kinerja pelaporan yang
Perangkat Daerah diserahkan tepat
waktu sesuai
ketentuan
5.01.01.201 | Penyusunan Dokumen | Jumlah dokumen 12 dokumen 2 2 50 2 6 50
.01 Perencanaan perencanaan
Perangkat Daerah perangkat daerah
5.01.01.201 | Evaluasi Kinerja Jumlah laporan 25 Laporan 5 5 100 5 15 60
.07 Perangkat Daerah evaluasi kinerja
perangkat daerah
5.01.01.202 | Administrasi Prosentase temuan 100 Persen 100 100 100 100 100 100
Keuangan Perangkat anggaran yang di
Daerah tindaklanjuti
5.01.01.202 | Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang 155 Orang/bula 27 27 100 29 85 54,8
.01 Tunjangan ASN menerima Gaji dan n
Tunjangan ASN
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu

Target Program

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

Indikator Kinerja L . (Tahun 2023) Kedi berjalan
Kegiatansu | ., _Prodram T ragram (Rencira e | Redlsasi
Kode Progrt?rl?egigtan (Outcomes)/K_egiata Perangl?at Daerah) Tahun Target Renja Realisasi Renja Tingkat Perangjkat Capaian TingI_(at
n/ Sub Kegiatan 2026 Perangkat Perangkat Realisasi Daerah Tahun Program dan Capaian
(outputs) Daerah Daerah %) 2024) Kegiatan s/d Realisasi Target
(Th 2023) (Th 2023) tahun berjalan Renstra (%)
(Tahun 2024)
1 2 3 4 5 7 8 9=(8/7)*100 10 11=10+8 12=(11/4)*100
Indikator Satuan
5.01.01.202 | Penyediaan Jumlah dokumen 1280 Dokumen 226 232 102,65 265 795 62,1
.02 Administrasi hasil penyediaan
Pelaksanaan Tugas administrasi
ASN Pelaksanaan Tugas
ASN
5.01.01.202 | Koordinasi dan Jumlah dokumen 6010 dokumen 600 600 100 600 1813 30.2
.04 Pelaksanaan koordinasi dan
Akuntansi SKPD pelaksanaan
akuntansi SKPD
Administrasi Barang Laporan BMD yang 500 persen 100 100 100 100 300 60
Milik Daerah pada diserahkan tepat
5.01.01.203 Perangkat Daerah waktu sesuai
ketentuan
5.01.01.203 | Penatausahaan Jumlah laporan 10 laporan 2 4 200 2 6 60
.06 Barang Milik Daerah penatausahaan
pada SKPD barang milik daerah
pada SKPD
5.01.01.205 | Administrasi Jumlah ASN yang 172 orang 43 43 100 43 86 50
Kepegawaian meningkat
Perangkat Daerah kompetensinya
5.01.01.205 | Pendidikan dan Jumlah pegawai 55 orang 11 11 100 11 29 52,72
.09 Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas
Berdasarkan Tugas dan fungsi yang
dan Fungsi mengikuti pendidikan
dan pelatihan
5.01.01.205 | Bimbingan Teknis Jumlah orang yang 172 orang 43 43 100 43 86 50
.10 Implementasi mengikuti bimbingan
Peraturan Perundang- | teknis implementasi
Undangan peraturan
perundang-undangan
5.01.01.206 | Administrasi Umum Terlaksananya 60 bulan 12 12 100 12 36 60
Perangkat Daerah administrasi umum
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu

Target Program

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

Indikator Kinerja T Kineria Capai (Tahun 2023) dan keai berjalan
/Kegiatan/Su Program alI'Dgr‘?)t rzljlrr]'r?r(genz?ﬂan an(Rgg'IZtan Realisasi
Kode Progrt?rl?egigtan (Outcomes)/K_eglata Perangl?at Daerah) Tahun Target Renja Realisasi Renja Tingkat Perangjkat Capaian TingI_(at
n/ Sub Kegiatan 2026 Perangkat Perangkat Realisasi Program dan Capaian
ealisasi Daerah Tahun ) e
(outputs) Daerah Daerah %) 2024) Kegiatan s/d Realisasi Target
(Th 2023) (Th 2023) tahun berjalan Renstra (%)
(Tahun 2024)
1 2 3 4 5 7 8 9=(8/7)*100 10 11=10+8 12=(11/4)*100
Indikator Satuan
penunjang
operasional kantor
5.01.01.206 | Penyediaan Jumlah paket 30 paket 5 5 100 5 16 53,3
.01 Komponen Instalasi komponen instalasi
Listrik/Penerangan listrik/penerangan
Bangunan Kantor bangunan kantor
yang disediakan
5.01.01.206 | Penyediaan Bahan Jumlah paket bahan 95 paket 9 9 100 8 76 80
.04 Logistik Kantor logistik kantor yang
disediakan
5.01.01.206 | Penyediaan Bahan Jumlah dokumen 120 dokumen 12 12 100 24 60 50
.06 Bacaan dan Peraturan | bahan bacaan dan
Perundang- undangan | peraturan
perundang-undangan
yang disediakan
5.01.01.206 | Fasilitasi kunjungan Jumlah laporan 60 laporan 12 12 100 12 36 60
.08 tamu fasilitasi kunjungan
tamu
5.01.01.206 | Penyelenggaraan Jumlah laporan 60 laporan 12 12 100 12 36 60
.09 Rapat Koordinasi dan penyelenggaraan
Konsultasi SKPD rapat koordinasi dan
konsultasi SKPD
5.01.01.206 | Dukungan Jumlah dokumen 99 dokumen 24 24 100 24 51 51,5
A1 pelaksanaan sistem dukungan
pemerintahan berbasis | pelaksanaan sistem
elektronik pada SKPD pemerintahan
berbasis elektronik
pada SKPD
5.01.01.207 | Pengadaan Barang Tersedianya Barang 36 buah 14 14 100 0 24 66,6
Milik Daerah Milik Daerah
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu

Target Program

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

Indikator Kinerja L . (Tahun 2023) Kedi berjalan
Kegtanisu | . Proaram | TegeL Kineria Capelan dan kegien | Redieas
Kode Progrt?rl?egigtan (Outcomes)/K_eglata Perangl?at Daerah) Tahun Target Renja Realisasi Renja Tingkat Perangjkat Capaian TingI_(at
n/ Sub Kegiatan 2026 Perangkat Perangkat Realisasi Program dan Capaian
ealisasi Daerah Tahun ) e
(outputs) Daerah Daerah %) 2024) Kegiatan s/d Realisasi Target
(Th 2023) (Th 2023) tahun berjalan Renstra (%)
(Tahun 2024)
1 2 3 4 5 7 8 9=(8/7)*100 10 11=10+8 12=(11/4)*100
Indikator Satuan
5.01.01.207 | Pengadaan Peralatan Jumlah Pengadaan 29 unit 14 14 100 0 24 82,7
.06 dan Mesin Lainnya Peralatan dan Mesin
Lainnya
5.01.01.208 | Penyediaan Jasa Tersedianya jasa 60 bulan 12 12 100 12 36 60
Penunjang Urusan penunjang urusan
Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah
5.01.01.208 | Penyediaan Jasa Jumlah laporan 22 Laporan 6 3 50 5 10 45,5
.01 Surat Menyurat penyediaan jasa
surat menyurat
5.01.01.208 | Penyediaan Jasa Jumlah laporan 60 Laporan 12 12 100 12 36 60
.02 Komunikasi, Sumber penyediaan jasa
Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber
daya air dan listrik
yang disediakan
5.01.01.208 | Penyediaan Jasa Jumlah laporan 10 Laporan 2 5 250 2 7 70
.03 Peralatan dan penyediaan jasa
Perlengkapan Kantor peralatan dan
perlengkapan kantor
yang disediakan
5.01.01.208 | Penyediaan Jasa Jumlah laporan 70 Laporan 14 14 100 14 42 60
.04 Pelayanan Umum penyediaan jasa
Kantor pelayanan umum
kantoryang
disediakan
5.01.01.209 | Pemeliharaan Barang Terpeliharanya 60 bulan 12 12 100 12 36 60
Milik Daerah barang milik daerah
Penunjang Urusan penunjang urusan
Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah
5.01.01.209 | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 165 unit 29 29 100 29 58 35.2
.02 Pemeliharaan, Biaya dinas operasional
Pemeliharaan, Pajak, atau lapangan yang
dan Perizinan dipelihara dan
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu

Target Program

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

Indikator Kinerja T Kineria Capai (Tahun 2023) dan keai berjalan
/Kegiatan/Su Program alI'Dgr‘?)t rzljlrr]'r?r(genz?ﬂan an(Rgg'IZtan Realisasi
Kode Progrt?rl?egigtan (Outcomes)/K_eglata Perangl?at Daerah) Tahun Target Renja Realisasi Renja Tingkat Perangjkat Capaian TingI_(at
n/ Sub Kegiatan 2026 Perangkat Perangkat Realisasi Program dan Capaian
ealisasi Daerah Tahun ) e
(outputs) Daerah Daerah %) 2024) Kegiatan s/d Realisasi Target
(Th 2023) (Th 2023) tahun berjalan Renstra (%)
(Tahun 2024)
1 2 3 4 5 7 8 9=(8/7)*100 10 11=10+8 12=(11/4)*100
Indikator Satuan
Kendaraan Dinas dibayarkan pajak dan
Operasional atau perizinannya
Lapangan
5.01.01.209 | Pemeliharaan Jumlah peralatan dan 50 unit 25 25 100 25 50 100
.06 Peralatan dan Mesin mesin lainnya yang
Lainnya dipelihara
5.01.01.209 | Pemeliharaan/Rehabili | Jumlah sarana dan 5 unit 1 1 100 1 2 40
.09 tasi Gedung Kantor prasarana gedung
dan Bangunan kantor atau
Lainnya bangunan lainnya
yang
dipelihara/direhabilita
si
5.01.02 PROGRAM Tingkat ketepatan 100 persen 100 87.5 87.5 100 187.5 187.5
PERENCANAAN, waktu dan
PENGENDALIAN DAN | kesesuaian prosedur
EVALUASI dokumen
PEMBANGUNAN perencanaan
DAERAH Tingkat keterisian 84.2 persen 82.3 84.02 102.09 83 82.99 98.6
data IKK, SDGs,
indikator program
Presentase 100 persen 100 100 100 100 100 100
ketersediaan
dokumen evaluasi
dan pelaporan
triwulanan tepat
waktu
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu

Target Program

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

Indikator Kinerja T Kineria Capai (Tahun 2023) dan keai berjalan
/Kegiatan/Su Program algr?)t rf:lrr]'r?r(genzgﬂan an(Rgg'IZtan Realisasi
Kode Progrt?rl?egigtan (Outcomes)/K_eglata Perangl?at Daerah) Tahun Target Renja Realisasi Renja Tingkat Perangjkat Capaian TingI_(at
n/ Sub Kegiatan 2026 Perangkat Perangkat Reali . Program dan Capaian
ealisasi Daerah Tahun ) e
(outputs) Daerah Daerah %) 2024) Kegiatan s/d Realisasi Target
(Th 2023) (Th 2023) tahun berjalan Renstra (%)
(Tahun 2024)
1 2 3 4 5 7 8 9=(8/7)*100 10 11=10+48 12=(11/4)*100
Indikator Satuan
5.01.02.201 | Penyusunan Presentase dokumen 100 persen 100 100 100 100 100 100
Perencanaan dan perencanaan
Pendanaan pembangunan yang
disusun sesuai
dengan ketentuan
5.01.02.201 | Koordinasi Jumlah telaahan 1420 dokumen 284 284 100 284 852 60
.02 Penelaahan Dokumen | dokumen
Perencanaan perencanaan
Pembangunan Daerah | pembangunan
dengan Dokumen daerah
Kebijakan Lainnya
5.01.02.201 | Pelaksanaan Jumlah Berita Acara 25 berita acara 5 5 100 5 15 60
.05 Musrenbang Musrenbang
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
5.01.02.201 | Koordinasi Jumlah dokumen 15 dokumen 3 3 100 3 9 60
.07 Penyusunan dan perencanaan
Penetapan Dokumen pembangunan
Perencanaan daerah
Pembangunan Daerah | kabupaten/kota yang
Kabupaten/Kota ditetapkan
(RPJPD/RPIMD/RK
PD)
5.01.02.202 | Analisis Data dan Presentase dokumen 100 persen 100 100 100 100 100 100
Informasi analisa data
Pemerintahan Daerah pembangunan yang
Bidang Perencanaan disusun sesuai
Pembangunan Daerah | dengan ketentuan
5.01.02.202 | Analisis Data dan Jumlah masukan 15 masukan 3 3 100 3 9 60
.01 Informasi analisis data untuk
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu

Target Program

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

Indikator Kinerja L . (Tahun 2023) Kedi berjalan
Kegiatansu | ., _Prodram T ragram (Rencira e | Redlsasi
Kode Progrt?rl?egigtan (Outcomes)/K_eglata Perangl?at Daerah) Tahun Target Renja Realisasi Renja Tingkat Perangjkat Capaian TingI_(at
n/ Sub Kegiatan 2026 Perangkat Perangkat Realisasi Program dan Capaian
ealisasi Daerah Tahun ) e
(outputs) Daerah Daerah %) 2024) Kegiatan s/d Realisasi Target
(Th 2023) (Th 2023) tahun berjalan Renstra (%)
(Tahun 2024)
1 2 3 4 5 7 8 9=(8/7)*100 10 11=10+8 12=(11/4)*100
Indikator Satuan
Perencanaan penyusunan
Pembangunan Daerah | Kebijakan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah (semua
perencanaan
pembangunan
daerah)
5.01.02.203 | Pengendalian, Presentase dokumen 100 persen 100 100 100 100 100 100
Evaluasi dan evaluasi OPD yang
Pelaporan Bidang disusun
Perencanaan
Pembangunan Daerah
5.01.02.203 | Koordinasi Jumlah laporan hasil 10 laporan 2 2 100 2 6 60
.01 Pengendalian pengendalian
Perencanaan dan perencanaan dan
Pelaksanaan pelaksanaan
Pembangunan Daerah | pembangunan
di Kabupaten/Kota
5.01.02.203 | Monitoring, Evaluasi Jumlah laporan 20 laporan 4 4 100 4 12 60
.03 dan Penyusunan evaluasi kinerja
Laporan Berkala pembangunan
Pelaksanaan daerah
Pembangunan Daerah
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Kode

Program/Kegiatan/Su
b Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiata
n/ Sub Kegiatan
(outputs)

Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu
(Tahun 2023)

Target Renja
Perangkat
Daerah
(Th 2023)

Realisasi Renja
Perangkat
Daerah
(Th 2023)

Tingkat
Realisasi
(%)

Target Program
dan kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah Tahun
2024)

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
berjalan

Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(Tahun 2024)

Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)

4

5

7

8

9=(8/7)*100

10

11=10+8

12=(11/4)*100

Indikator

Satuan

5.01.03

PROGRAM
KOORDINASI DAN
SINKRONISASI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

Presentase
keselarasan program
renstra dengan
RPJMD dan renja
dengan RKPD
bidang pemerintahan
dan pembangunan
manusia

98.82

persen

97.05

96.13

99.05

96.46

87.8

89

Presentase
keselarasan program
renstra dengan
RPJMD dan renja
dengan RKPD
bidang ekonomi

98.37

persen

95.12

96.79

101.76

95.12

95.0

97

Presentase
keselarasan program
renstra dengan
RPJMD dan renja
dengan RKPD
bidang infrastruktur
dan pengembangan
wilayah

98.25

persen

94.74

100.00

105.6

94.74

97.4

99

5.01.03.201

Koordinasi
Perencanaan Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan
Manusia

Jumlah dokumen
renja, renstra, dan
laporan kinerja
program bidang
pemerintahan dan
pembangunan
manusia

170

dokumen

34

34

100

34

102

60

5.01.03.201
.01

Koordinasi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah bidang

140

dokumen

28

28

100

28

84

60
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu

Target Program

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

Indikator Kinerja T Kineria Capai (Tahun 2023) dan keai berjalan
/Kegiatan/Su Program alI'Dgr‘?)t r;rr]T?r(JF?en?s?ﬂan an(Rgg'IZtan Realisasi
Kode Progrt?rl?egigtan (Outcomes)/K_eglata Perangl?at Daerah) Tahun Target Renja Realisasi Renja Tingkat Perangjkat Capaian TingI_(at
n/ Sub Kegiatan 2026 Perangkat Perangkat Realisasi Program dan Capaian
ealisasi Daerah Tahun ) e
(outputs) Daerah Daerah %) 2024) Kegiatan s/d Realisasi Target
(Th 2023) (Th 2023) tahun berjalan Renstra (%)
(Tahun 2024)
1 2 3 4 5 7 8 9=(8/7)*100 10 11=10+8 12=(11/4)*100
Indikator Satuan
Bidang Pemerintahan pemerintahan yang
(RPJPD, RPJMD dan dikoordinir
RKPD) Penyusunannya
(RPJPD, RPJMD,
dan RKPD)
5.01.03.201 | Koordinasi Jumlah dokumen 30 dokumen 6 6 100 6 18 60
.05 Penyusunan Dokumen | perencanaan
Perencanaan pembangunan
Pembangunan Daerah | daerah bidang
Bidang Pembangunan pembangunan
Manusia (RPJPD, manusia yang
RPJMD dan RKPD) dikoordinir
Penyusunannya
(RPJPD, RPJMD,
dan RKPD)
5.01.03.201 | Koordinasi Jumlah laporan Hasil 20 laporan 4 4 100 4 12 60
.08 pelaksanaan sinergitas | Sinkronisasi
dan harmonisasi Renstra/Renja
perencanaan dengan
pembangunan daerah RKPD/RPJMD pada
bidang pembangunan Bidang
manusia Pembangunan
Manusia
5.01.03.202 | Koordinasi Jumlah dokumen 30 dokumen 6 6 100 6 18 60
Perencanaan Bidang renja, renstra, dan
Perekonomian dan laporan kinerja
SDA (Sumber Daya program bidang
Alam) perekonomian dan
SDA
5.01.03.202 | Koordinasi Jumlah dokumen 20 dokumen 4 4 100 4 12 60
.01 Penyusunan Dokumen | perencanaan
Perencanaan pembangunan
Pembangunan Daerah | daerah bidang
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu

Target Program

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

Indikator Kinerja T Kineria Capai (Tahun 2023) dan keai berjalan
/Kegiatan/Su Program alI'Dgr‘?)t r;rr]T?r(JF?en?s?ﬂan an(Rgg'IZtan Realisasi
Kode Progrt?rl?egigtan (Outcomes)/K_eglata Perangl?at Daerah) Tahun Target Renja Realisasi Renja Tingkat Perangjkat Capaian TingI_(at
n/ Sub Kegiatan 2026 Perangkat Perangkat Realisasi Program dan Capaian
ealisasi Daerah Tahun ) e
(outputs) Daerah Daerah %) 2024) Kegiatan s/d Realisasi Target
(Th 2023) (Th 2023) tahun berjalan Renstra (%)
(Tahun 2024)
1 2 3 4 5 7 8 9=(8/7)*100 10 11=10+8 12=(11/4)*100
Indikator Satuan
Bidang Perekonomian perekonomian yang
(RPJPD, RPJMD dan dikoordinir
RKPD) Penyusunannya
(RPJPD, RPJMD,
dan RKPD)
5.01.03.202 | Koordinasi Jumlah laporan Hasil 15 laporan 3 3 100 3 9 60
.04 pelaksanaan sinergitas | Sinkronisasi
dan harmonisasi Renstra/Renja
perencanaan dengan
pembangunan daerah RKPD/RPJMD pada
bidang perekonomian Bidang
Perekonomian
5.01.03.202 | Koordinasi Jumlah dokumen 10 dokumen 2 2 100 2 6 60
.05 Penyusunan Dokumen | perencanaan
Perencanaan pembangunan
Pembangunan Daerah | daerah bidang SDA
Bidang SDA (RPJPD, yang dikoordinir
RPJIJMD Penyusunannya
dan RKPD) (RPJPD, RPJMD,
dan RKPD)
5.01.03.203 | Koordinasi Jumlah dokumen 30 dokumen 6 6 100 6 18 60
Perencanaan Bidang renja, renstra dan
Infrastruktur dan laporan kinerja
Kewilayahan program bidang
infrastruktur dan
kewilayahan
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu

Target Program

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

Indikator Kinerja T Kineria Capai (Tahun 2023) dan keai berjalan
/Kegiatan/Su Program alI'Dgr‘?)t r;rr]T?r(JF?en?s?ﬂan an(Rgg'IZtan Realisasi
Kode Progrt?rl?egigtan (Outcomes)/K_eglata Perangl?at Daerah) Tahun Target Renja Realisasi Renja Tingkat Perangjkat Capaian TingI_(at
n/ Sub Kegiatan 2026 Perangkat Perangkat Realisasi Program dan Capaian
ealisasi Daerah Tahun ) e
(outputs) Daerah Daerah %) 2024) Kegiatan s/d Realisasi Target
(Th 2023) (Th 2023) tahun berjalan Renstra (%)
(Tahun 2024)
1 2 3 4 5 7 8 9=(8/7)*100 10 11=10+8 12=(11/4)*100
Indikator Satuan
5.01.03.203 | Koordinasi Jumlah dokumen 10 dokumen 2 2 100 2 6 60
.01 Penyusunan Dokumen | perencanaan
Perencanaan pembangunan
Pembangunan Daerah | daerah bidang
Bidang Infrastruktur infrastruktur yang
(RPJPD, RPJMD dan dikoordinir
RKPD) Penyusunannya
(RPJPD, RPJMD,
dan RKPD)
5.01.03.203 | Koordinasi Jumlah laporan Hasil 20 laporan 4 4 100 4 12 60
.05 pelaksanaan sinergitas | Sinkronisasi
dan harmonisasi Renstra/Renja
perencanaan dengan
pembangunan daerah RKPD/RPJMD pada
bidang infrastruktur Bidang Infrastruktur
5.01.03.203 | Koordinasi Jumlah dokumen 20 dokumen 4 4 100 4 12 60
.04 Penyusunan Dokumen | perencanaan
Perencanaan pembangunan
Pembangunan Daerah | daerah bidang
Bidang Kewilayahan kewilayahan yang
(RPJPD, RPJMD dan dikoordinir
RKPD) Penyusunannya
(RPJPD, RPJMD,
dan RKPD)
5.05 PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
5.05.02 PROGRAM Cakupan inovasi dan 40 persen 35.71 89.39 250.32 89.71 179,1 447.7
PENELITIAN DAN invensi yang
PENGEMBANGAN didesiminasikan
DAERAH
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu

Target Program

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

Indikator Kinerja T Kineria Capai (Tahun 2023) dan keai berjalan
/Kegiatan/Su Program alI'Dgr‘?)t rzljlrr]'r?r(genz?ﬂan an(Rgg'IZtan Realisasi
Kode Progrt?rl?egigtan (Outcomes)/K_eglata Perangl?at Daerah) Tahun Target Renja Realisasi Renja Tingkat Perangjkat Capaian TingI_(at
n/ Sub Kegiatan 2026 Perangkat Perangkat Realisasi Program dan Capaian
ealisasi Daerah Tahun ) e
(outputs) Daerah Daerah %) 2024) Kegiatan s/d Realisasi Target
(Th 2023) (Th 2023) tahun berjalan Renstra (%)
(Tahun 2024)
1 2 3 4 5 7 8 9=(8/7)*100 10 11=10+8 12=(11/4)*100
Indikator Satuan
5.05.02.204 | Pengembangan Jumlah inovasi dan 350 inovasi 70 198 282.8 204 402 72.6
Inovasi dan Teknologi invensi yang
difasilitasi
5.05.02.204 | Penelitian, Jumlah Dokumen 1200 dokumen 297 370 124.58 315 685 57.08
.01 Pengembangan, dan Hasil Penelitian,
Perekayasaan di Pengembangan,
Bidang Teknologi dan Perekayasaan di
Inovasi Bidang Teknologi
dan Inovasi
5.05.02.204 | Sosialisasi dan Jumlah laporan hasil 10 Laporan 2 2 100 2 6 60
.04 Diseminasi Hasil-Hasil | penyelenggaraan
Kelitbangan sosialisasi dan
diseminasi hasil
kelitbangan
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Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana

Kerja Tahun 2023 dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan

Tahun 2024, disimpulkan capaian kinerja target dan realisasi 4 (empat)

Program pada Renja Tahun 2023, yaitu meliputi:

1.
2.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Dari keempat program kewenangan Bappelitbangda realisasi hampir

seluruhnya mendekati/sesuai/melebihi target. Untuk mencapai kinerja

program Bappelitbangda melaksanakan 15 kegiatan dan 38 sub kegiatan.

Dari 15 kegiatan terdapat 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang

pencapaiannya belum sesuai/jauh dari target. Kegiatan/sub kegiatan

tersebut yaitu:

1.

2.2

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan
Kependudukan

Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di
Bidang Teknologi dan Inovasi

Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan proses penting dalam
menentukan keberhasilan antara perencanaan yang diukur dari setiap
sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja. = Teknis pengukuran kinerja menggunakan format
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga melaksanakan penilaian
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kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang
telah disepakati, untuk mengevaluasi, mengukur dan menilai kinerja
yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan
kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran
capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh
BAPPELITBANGDA dilakukan dengan membandingkan antara target
kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran
keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan

capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel I1.2.
Pengukuran Capaian Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023
No U Sas_aran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
Strategis
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Mewujudkan Skor Perencanaan Angka 22 22,43 101,95%
Perencanaan
Pembangunan
Daerah yang
Berkualitas
1.1 Meningkatnya Kualitas | Nilai SAKIP Angka 75,26 76,31 101,39%
Kelembagaan Bappelitbangda
Bappelitbangda
1.2 | Meningkatnya Tingkat Persen 97,52 98,50 101,01%
Keselarasan Dokumen | keselarasan
Perencanaan program RKPD
dengan RPIJMD
1.3 Meningkatnya Peran Persentase Persen 76 103,4 136,05%
Kelitbangan Dalam pemanfaatan hasil
Pembangunan kelitbangan
Rata-rata capaian kinerja 110,1%

Pada tabel di atas terdapat 1 (satu) tujuan Strategi dengan 1

(satu) indikator kinerja dan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga)
indikator kinerja. Dari keempat indikator tersebut, telah mencapai
realisasi lebih dari target yang telah ditetapkan yakni dengan nilai
capaian lebih dari 100% hingga 136,05%. Untuk rata-rata capaian
kinerja Bappelitbangda dari 4 (empat) indikator kinerja mencapai
110,10%.
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2.  Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk
menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam
rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan sebagaimana ditetapkan
dalam rencana strategis (Renstra). Instansi pemerintah
melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan
capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan
dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja
tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti
fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun
informasi lainnya.

Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga tahun 2023
tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan,
sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja
Bappelitbangda tahun 2023. Penghitungan capaian kinerja kegiatan
sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian Kkinerja

sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

Tabel I1.3.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai Realisasi Kinerja I;rei:irsizge;i!&:gg
1 91% < 100% Sangat Tinggi
2 76% < 90% Tinggi
3 66% < 75% Sedang
4 51% < 65% Rendah
5 < 50% Sangat Rendah
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Hingga akhir tahun 2023, BAPPELITBANGDA telah
melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya. Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian
atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Kabupaten
Purbalingga di tahun 2023 menunjukkan rata — rata capaian kinerja
sebesar 110,1% atau kategori “Sangat Tinggi”. Adapun seluruh
pencapaian kinerja Bappelitbangda dapat diuraikan, sebagai berikut:
Tujuan : Mewujudkan perencanaan Pembangunan daerah yang
berkualitas

dalam mencapai tujuan tersebut pada tahun 2023 nilai AKIP
komponen perencanaan belum dapat dinilai karena penilaian SAKIP
Kabupaen dikeluarkan pada tribulan pertama pada tahun berikutnya.
Nilai AKIP komponen perencanaan dari tahun ketahun mengalami
kenaikan. Pada tahun 2023 nilai AKIP komponen perencanaan
dengan nilai 22,43. Nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan
pada tahun 2022 sebesar 21,86. Jika dibandingkan dengan dengan
tahun 2018 selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami kenaikan
sebesar 3,28 dan dapat dikatakan rata-rata kenaikan selama 5 (lima)
tahun sebesar 0,65. Selengkapnya dibawah ini perbandingan
komponen perencanaan AKIP sebagai tujuan kinerja Bappelitbangda

tahun 2018 dan 2023 sebagaimana pada tabel berikut.
Tabel 11.4.

Perbandingan komponen Perencanaan AKIP Tahun 2018 s.d 2023

Kabupaten Purbalingga

Komponen Target | o ica Capaian
ponen Bobot | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2022 2023 : Renstra s/d
yang dinilai si 2023
2023

Perencanaan
Kinerja 30 | 19,15 | 20,02 | 20,14 | 21,14 | 21,86 22 | 2243 101,95
Tingkat Akuntabilitas CcC B B B B B B B
Kinerja

Adapun kinerja utama Bappelitbangda vyaitu Nilai AKIP

Komponen Perencanaan. Nilai AKIP dan Komponen Perencanaan
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Kabupaten Purbalingga dengan kabupaten sekitar dan provinsi dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.5.

Perbandingan Nilai AKIP dan komponen Perencanaan
Tahun 2020 s.d 2023

PROVINSI, NILAI SAKIP SKOR PERENCANAAN
NO | KABUPATEN/
KOTA 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

1 | PROVINSI JAWA | 80,25 80,72 81,13 | 81,92 | 26,64 | 26,66 | 25,53 | 25,71
TENGAH

2 | KABUPATEN 62,27 | 64,06|6594 | 67,02 | 2014 | 21.14 | 21,86 | 22,43
PURBALINGGA

3 | KABUPATEN 74,96 | 76,47 | 78.46 | 80,54 | 23.89 | 24.00 | 2520 | 25,41
BANYUMAS

4 | KABUPATEN 73,74 | 73.98| 74,26 | 7458 | 23,49 | 2354 | 23.70 | 23,95
CILACAP

5 | KABUPATEN 68,04 | 63,03| 65,08 | 65.23 | 22,00 | 22,08 | 22,20 | 22,32
BANJARNEGARA

Nilai AKIP Kabupaten Purbalingga dari tahun 2020-2023 terus
mengalami kenaikan. Hal tersebut menggambarkan keseriusan
Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Penilaian
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dibandingkan dengan
Kabupaten Banyumas, Cilacap, Banjarnegara dan Provinsi Jawa
Tegah, Kabupaten Purbalingga pencapaian target SAKIP dengan
kenaikan mencapai 5,83. Pada Tahun 2023 Kabupaten Purbalingga
lebih tinggi nilai AKIP 1,79 dari Kabupaten Banjarnegara sebesar
65,23 dan berada dibawah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 81,92,
Kabupaten Banyumas dengan nilai 80,54, Kabupaten Cilacap 74,58.
Untuk mencapai nilai AKIP tersebut terdapat komponen perencanaan
yang menjadi salah satu tolak ukur kinerja pemerintah dalam
perencanaan pembangunan. Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga
menjadikan komponen perencanaan sebagai kinerja utama perangkat
daerah yang dapat menggambarkan kinerja perencanaan kabupaten.
Pada tahun 2024 AKIP skor perencanaan jika dibandingkan dengan

Kabupaten Banyumas, Cilacap, Banjarnegara dan Provinsi Jawa
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Tengah, Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan mencapai

angka 0,41. Perbandingan Nilai Akip dan Komponen Perencanaan

dapat digambarkan pada grafik berikut:

Grafik 1.1

Perbandingan Nilai AKIP Tahun 2019 s.d 2023

PERBANDINGAN NILAI SAKIP

81,56 80,75 81,13 81,92
80,25 76,47 78,46 : ,54
84 73,19 ,96 73,74 73,98 7426 74,58
68,0 67,02
06,65 4,0 65,94 65,23
615| 22‘ io | 0 |
2020 2023
BJAWATENGAH BBANYUMAS MCILACAP & PURBALINGGA M BANJARNEGARA
Grafik 11.2
Perbandingan Skor Perencanaan Tahun 2019 s.d 2023
29
27
25
23
21
19
17 I I
15 (ESEEEENES EISSISSELT TEinEsEnEL ESEEsaE EnEne——
PROVINSI JAWA  KABUPATEN KABUPATEN KABUPATEN KABUPATEN
TENGAH CILACAP BANYUMAS  PURBALINGGA = BANJARNEGARA
W 2019 26,38 23,39 21,13 20,02 21,64
H 2020 26,64 23,49 23,89 20,14 22
= 2021 26,66 23,54 24 21,14 22,08
2022 25,53 23,7 25,2 21,86 22,2
m2023 25,7 23,95 25,41 22,43 22,32
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Dalam mencapai tujuan tersebut terdapat 3 (tiga) sasaran yang
harus dicapai adalah meningkatnya kualitas kelembagaan
bappelitbangda, meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan,
dan meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan.
Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan 3 (tiga) indikator kinerja
yaitu
1) Nilai SAKIP Bappelitbangda
2) Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD
3) Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Adapun penjelasan terkait pencapaian sasaran kinerja

Bappelitbangda tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II.6.
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Penjelasan

PENJELASAN
SASARAN INDIKATOR (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi
STRATEGIS KINERJA Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber
Data)
1) 2 3)
Sasaran 1:
Meningkatnya Nilai SAKIP | ¢ Alasan Pemilihan Indikator :

Kualitas
Kelembagaan
Bappelitbangda

Bappelitbangda

Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat
implementasi SAKIP Bappelitbangda

e Formulasi Pengukuran:

e Tipe Penghitungan:
Non Komulatif

e Perangda Penanggungjawab:
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan daerah

e Sumber Data:
LHE SAKIP dari Inspektorat

Sasaran 2 :
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SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi
Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber
Data)

@)

)

(©)

Meningkatnya
keselarasan
dokumen
perencanaan

Tingkat keselarasan
Program RKPD
dengan RPIJMD

e Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini  dipilih  untuk
keselarasan antar dokumen
pembangunan daerah

e Formulasi Pengukuran:

mengetahui
perencanaan

Jumlah program,indikator,target RKPD

x 100%

Jumlah program,indikator,target RPJMD

e Tipe Penghitungan:
Komulatif

e Perangda Penanggungjawab:
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan daerah

e Sumber Data:
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan daerah

Sasaran 3 :

Meningkatnya
peran kelitbangan
dalam
pembangunan

Presentase
Pemanfaatan
kelitbangan

hasil

e Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini  dipilih untuk  mengetahui
pemanfaatan hasil kelitbangan pada
pembangunan daerah

e Formulasi Pengukuran:
Jumlah inovasi dan invensi yang diterapkan

x 100%

Jumlah inovasi dan invensi yang didesiminasikan

e Tipe Penghitungan:
Komulatif

e Perangda Penanggungjawab:
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan daerah

e Sumber Data :
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan daerah

a. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda

Sasaran pertama pada urusan perencanaan khususnya untuk

meningkatnya kualitas kinerja kelembagaan Bappelitbangda yaitu Nilai

SAKIP Bappelitbangda. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang

dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi

Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,

pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan
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publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana
implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong
peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi
hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas
implementasi SAKIP. Berdasarkan penilaian SAKIP dari Tim
Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, bahwa hasil atas Evaluasi
SAKIP pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2023
mendapatkan nilai 75,26 atau predikat “BB”, yang berarti bahwa
Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kinerjanya
sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan
anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja
yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja
telah dilakukan sampai ke level individu. Nilai AKIP Bappelitbangda
Kabupaten Purbalingga tahun 2023 mengalami peningkatan bila
dibandingkan nilal AKIP pada tahun 2022. Capaian nilai ini telah
menggambarkan adanya perbaikan pada implementasi SAKIP
Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2023. Namun
demikian, masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki untuk
lebih meningkatkan capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten
Purbalingga. Rincian nilai setiap komponen sebagai berikut :

Tabel 11.7
Nilai Setiap Komponen SAKIP Bappelitbangda
Tahun 2022 dan 2023

No Komponen Nilai 2022 Nilai 2023
1 | Perencanaan Kinerja 23,7 25,2
2 | Pengukuran Kinerja 22,5 21,6
3 | Pelaporan Kinerja 11,55 12
4 | Evaluasi Akuntabilitas 17,5 17,5
Kinerja Internal
Nilai Akuntabilitas Kinerja 75,26 76,31
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b.

Tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap RPIJMD

Indikator sasaran kedua urusan perencanaan berupa tingkat
keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD. Indikator kinerja
tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD dapat dilihat dari
program/kegiatan yang direncanakan pada tahun berkenaan (tahun
2024) yang pada khususnya proses penyusunan dokumen RKPD
Tahun 2024 dengan melihat hasil fasilitasi Provinsi terkait konsistensi
target program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024
dengan RPJMD periode 2021-2026 yang harus dilaksanakan pada
Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana
yang telah direvisi kedalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program RKPD
yang harus dilaksanakan Tahun 2023 telah disesuaikan dengan
peraturan diatas dan sesuai dengan program RPJMD 2021-2026.
Program RPJMD 2021-2026 sejumlah 134 dan program RKPD Tahun
2024 yang digunakan sejumlah 132. Berdasarkan perbedaan jumlah
tersebut dikarenakan terdapat beberapa program RPIJMD 2021-2026
yang tidak digunakan sehubungan sinkronisasi kebijakan pemerintah
pusat dan daerah akan pemenuhan belanja wajib (mandatory
spending) dan pemenuhan target Standar pelayanan Minimal serta
pencapaian sasaran pembangunan. Program RPJMD 2021-2026
yang tidak digunakan pada Program RKPD Tahun 2024 sebagai
berikut :

Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program Pengelolaan Profil Kependudukan merupakan program yang
digunakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membiayai
Penyediaan Profil Kependudukan. Untuk meningkatkan digitalisasi

data termasuk profil kependudukan maka untuk mengefisien dan
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mengefektifkan kinerja publikasi profil kependudukan menggunakan
website sehingga program ini tidak disediakan anggaran.

Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi
dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program ini digunakan untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam
pelayanan sertfikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi khususnya
aset pemerintah daerah. Tahun 2024 terdapat kebijakan untuk
fasilitasi sertifikasi aset pemerintah daerah ditangani oleh Badan
Keuangan Daerah pada Bidang Aset Daerah.

Rekapitulasi konsistensi jumlah dan nomenklatur program RKPD
2023 dan RPJMD 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:
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Rekapitulasi konsistensi jumlah dan nomenklatur program RKPD 2024 dan RPJMD 2021-2026

Tabel 11.8

JUMLAH NAMA JUMLAH NAMA
JUMLAH JUMLAH PROGRAM PROGRAM
NO URUSAN ;’gﬁ:ﬁ'ggﬁ;gﬁf&&g PROGRAM | PROGRAM JOUTCOME JOUTCOME Iﬁfg,ﬂg@fﬁ,\:\él
RPJMD RKPD YANG YANG
KONSISTEN INKONSISTEN

1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH SELURUH OPD 1 1 0/6 6/0
DAERAH

| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

1 Pendidikan DINDIKBUD 3 3 0/5 5/0

2 Kesehatan DINAS KESEHATAN 4 4 0/8 8/0

3 Pekerjaan Umum dan Penataan DPU - PR 6 5 0/6 6/1
Ruang

4 Peruma_han dan Kawasan DINRUMKIM 5 4 0/4 5/1
Permukiman
Ketenteraman, Ketertiban

5 Umum  serta  Perlindungan SATPOL PP, BPBD 2 2 0/3 3/0
Masyarakat

6 Sosial DINSOSDALDUKKBP3A 5 5 0/5 5/0
URUSAN PEMERINTAHAN

I WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

7 Tenaga Kerja DINNAKER 4 4 0/4 4/0

g | Pemberdayaan Perempuan dan | p\sospALDUKKBP3A 5 5 07 7/0
Perlindungan Anak

9 Pangan DKPP 4 4 0/4 4/0
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JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH NAMA
PROGRAM

JUMLAH NAMA
PROGRAM

NO URUSAN P R N DA RA | PROGRAM | PROGRAM | /OUTCOME joutcomE | EETNELASAN
RPJMD RKPD YANG YANG
KONSISTEN INKONSISTEN
1 2 3 6 7 8
10 Pertanahan DINRUMKIM 0/3 3/0
11 Lingkungan Hidup DLH 0/9 9/0
12 Qgrrfciggtt:‘ngsf;?e”d“d“ka” dan DINDUKCAPIL 4 3 07 6/1
13 ggrsnaberdayaa” Masyarakat dan DINPERMASDES 4 4 0/4 410
14 Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSDALDUKKBP3A 3 3 0/5 5/0
15 Perhubungan DINHUB 1 1 0/2 2/0
16 Komunikasi dan Informatika DINKOMINFO 2 2 0/2 2/0
17 Koperasi dan UKM DINKOP UKM 6 6 0/6 6/0
18 Penanaman Modal DPMPT SP 5 5 0/5 5/0
19 Kepemudaan dan Olahraga DINPORAPAR 3 3 0/3 3/0
20 Statistik DINKOMINFO 1 1 0/1 1/0
21 Persandian DINKOMINFO 1 1 0/1 1/0
22 Kebudayaan DINDIKBUD 4 4 0/4 4/0
23 Perpustakaan DINARSPUS 2 2 0/2 2/0
24 Kearsipan DINARSPUS 2 2 0/2 2/0
m URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN
25 Kelautan dan Perikanan DKPP 0/3 3/0
26 Pariwisata DINPORAPAR 0/3 3/0
27 Pertanian DINAS PERTANIAN 5 0/6 6/0
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JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH NAMA
PROGRAM

JUMLAH NAMA
PROGRAM

NO URUSAN P R N DA RA | PROGRAM | PROGRAM | /OUTCOME joutcomE | EETNELASAN
RPJMD RKPD YANG YANG
KONSISTEN INKONSISTEN

1 2 3 4 5 6 7 8

28 Perdagangan DINPERINDAG 5 5 0/5 5/0

29 Perindustrian DINPERINDAG 3 3 0/3 3/0

30 Transmigrasi DINNAKER 1 1 0/1 1/0

v UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

31 Sekretariat Daerah SETDA 2 2 0/10 10/0

32 Sekretariat DPRD SETWAN 1 1 0/3 3/0

\% UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

33 Perencanaan BAPPELITBANGDA 2 2 0/6 6/0

34 Keuangan BAKEUDA 3 3 0/6 6/0

35 | Kepegawaian BKPPD 1 1 0/4 4/0

36 [ Pendidikan dan Pelatihan BKPPD 1 1 0/1 1/0

37 | Penelitian dan Pengembangan BAPPELITBANGDA 1 1 01 1/0

Vi UNSUR PENGAWASAN

URUSAN PEMERINTAHAN

38 | Inspektorat INSPEKTORAT 2 2 0/3 3/0

Vil UNSUR KEWILAYAHAN

39 | Kecamatan KECAMATAN 5 5 0/5 5/0

Vil UNSUR PEMERINTAHAN

UuMuM

40 | Kesatuan Bangsa dan Politik KESBANGPOL 5 5 0/5 5/0

JUMLAH 134 132 174 17412
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Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa pencapaian
indikator kinerja sasaran perencanaan yang kedua sebesar 98,50% dari
hasil perhitungan jumlah program, indikator, dan target RKPD dengan
RPJMD. Pencapaian indikator kinerja sasaran urusan perencanaan dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11.9

Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Perencanaan
BAPPELITBANGDA

Tahun 2023

SASARAN DAN
NO INDIKATOR SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN
KINERJA

1 Meningkatnya Implementasi SAKIP Bappelitbangda

Nilai SAKIP

Bappelitbangda Angka | 75,26 76,31 101,39

2 Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan

Tingkat keselarasan
program RKPD

dengan RPJMD Persen 97,52 98,50 101,00

Adapun langkah — langkah strategis dalam rangka meningkatkan
capaian kinerja yang telah dilakukan antara lain :

1. Mendampingi OPD dalam penyusunan cascading sebagai acuan
perjanjian kinerja OPD.

2. Mengupdate dan memfasilitasi penyediaan data perencanaan dengan
memberikan anggaran program/kegiatan untuk seluruh OPD dalam
mencapai indikator kinerja OPD.

3. Memaksimalkan rencana kegiatan bagi OPD sesuai dengan tujuan
sasaran OPD.

4. Rutin melakukan evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan dan
tingkat ketercapaiannya.
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3)

Hambatan/Kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. Kendala teknis koordinasi dan sinkronisasi OPD dalam penyelarasan
dokumen perencanaan;

2. Ketersediaan data statistic untuk tujuan perencanaan yang masih
terbatas dan perlu perhatian/upaya keras dalam pencapaian target
kinerja OPD;

3. Capaian kinerja OPD masih belum optimal karena kurangnya
pendalaman terhadap evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan
dan pencapaian kinerja.

4. Adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat dalam rangka

sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah.

Meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan

sasaran ketiga yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah
meningkatnya peran Kkelitbangan dalam pembangunan. Sasaran
tersebut ditandai dengan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.
Capaian indikator kinerja sasaran ketiga sebesar 136,02%.
Pencapaian kinerja sasaran urusan kelitbangan dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 11.10

Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan LITBANG
BAPPELITBANGDA

Tahun 2023

SASARAN DAN
NO INDIKATOR SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN
KINERJA

1 Meningkatnya Peran Kelitbangan dalam Pembangunan

Persentase
pemanfaatan Persen 76 103,38 136,03
hasil kelitbangan

Melihat tabel diatas pencapaian indikator urusan kelitbangan pada
tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan.
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Realisasi pemanfaatan hasil kelitbangan tahun 2023 sebesar 103,38
persen dilihat dari jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh
masyarakat sebesar 183 inovasi yang telah dibuat tahun 2022-2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilimu
Pengetahuan dan Teknologi, untuk menumbuh kembangkan
penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, diperlukan sistem nasional penelitian, pengembangan, dan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengandung dan
membentuk keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling
memperkuat antara unsur — unsur kelembangaan, sumber daya,
keseluruhan yang utuh dilingkungan Nasional Republik Indonesia.
Pada tahun 2023 Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan
Purbalingga Expo sebagai bentuk kegiatan dalam rangka mendukung
pencapaian peran kelitbangan dalam pembangunan dengan
melauncing dan mempublikasikan inovasi dari seluruh perangkat
daerah dan masyarakat. Kegiatan “Purbalingga Expo Inovasi Daerah
Tahun 2023” yang diharapkan dapat memberikan pengenalan,
pemahaman, sosialisasi, dan promosi kepada masyarakat luas terkait
Inovasi Daerah yang terdapat di Kabupaten Purbalingga dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Kegiatan Purbalingga
Expo Inovasi Daerah merupakan salah satu bagian kegiatan
Diseminasi hasil-hasil kelitbangan yang menjadi bagian tidak
terpisahkan dari Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dari jumlah
inovasi yang telah diharapkan dapat menggambarkan seluruh
perangkat daerah di Kabupaten Purbalingga berusaha
memaksimalkan kinerja dengan perubahan dan pembaruan untuk
mencapai kinerjanya secara efektif, menjaga relevansinya yang pada
giliran akan memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat
dan dapat dipandang sebagai upaya perbaikan berkelanjutan
(continuous improvement) menuju organisasi publik yang berkinerja
tinggi (OBT).
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Dalam menggali inovasi dan invensi masyarakat, Bappelitbangda
telah menyelenggarakan kegiatan Lomba Kreasi dan Inovasi sebagai
wadah ajang kerasi dan inovasi masyarakat yang merupakan
kegiatan untuk mendukung agenda kebijakan inovasi untuk
membangun budaya inovasi dan sebagai bentuk apresiasi terhadap

hasil pengembangan masyarakat.

Kabupaten Purbalingga telah mengikuti kegiatan kelitbangan seperti
kreatifitas dan inovasi ditingkat Provinsi Jawa Tengah dan
pemanfaatan dijadikan sebagai bagian hasil kelitbangan. Beberapa
temuan perekayasa inovasi yang diterapkan dan difasilitasi kelanjutan

tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 11.11
Penerapan dan fasilitasi kelanjutan Inventor Purbalingga
Tahun 2015 - 2022

Tahun Perolehan

Nominator Krenova Judul Nama Inventor Tindak Lanjut
Budidaya ayam -
. yaay Parwoto /
2015 organik Jawa
Purwanto
Super
Teleskop Batu Akik _ -
2016 (TELESKIK) Anjat Saputra
1. Dian Sulistiono
Berantas Sampahnya 2. Hartoyo Karsin s
2017 Manfaatkan Limbahnya 3. Dew Fasilitasi Hak Paten
4. Upit Haryanto
5. Rahmat Hidayat
- Pengembangan
2018 Pemijahan 1. Marbowo Laksono -
2 Mohaman Soimun! - Fasilitasi HAKI
GurameMetode - Pengembangan
KolamTerpal Air melalui DPA DKPP
Dangkal

- ANDROSIP (Aplikasi | 1. Yusron
Android Keluarga ASIP) Mubarok
Media Edukasi untuk | 2. Cicih
Meningkatkan Nurkaeti
Kesadaran Pentingnya | 3. Amelia
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Tahun Perolehan
Nominator Krenova

Judul

Nama Inventor

Tindak Lanjut

ASI| Kepada Pekerja
Perempuan Purbalingga

Fauzana

Gamified Massive Open
Online Cours Platform (

1. Soleh Nur Hayat

2020 Platform Pembelajaran | 2. Rujianto Eko

Daring Terbuka Saputro

Berbasis Gamifikasi)

Monitoring and Control

Traffic System (Sistem naaih Ardi H ltasi

Monitoring dan Kontrol Singgih Ardiansya Fasilitasi HAKI

Lampu Lalu Lintas)

) Pelatihan Printing
2021 Limbah Pustaka RR Hendarti, S.Sos | Cap bahan Limbah
Kertas

Pemanfaatan Milimas

(Minyak Limbah Fasilitasi Hak
2022 Masker) sebagai Krls_hna Adhie Clpta_\/M_erk di tingkat

Christan Provinsi Jawa

Alternatif Bahan Bakar
Minyak

Tengah

Sumber :Bappelitbangda Kab.Purbalingga, 2022

Dalam meningkatkan peran penelitian dan pengembangan dalam
pembangunan tidak hanya kontribusi inovasi dan invensi yang
mempengaruhi kinerja tersebut. Kementerian Riset, Teknologi dan
Perguruan Tinggi menyelenggarakan Pengukuran IDSD sebagai
tindak lanjut Indeks Daya Saing daerah (IDSD). Indeks Daya Saing
Daerah merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat
provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan
Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah
untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang
komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas
daerah.Penyusunan IDSD 2023 dilaksanakan melalui tujuh tahapan,
yaitu menyusun kerangka konseptual, mengidentifikasi indikator,

mengumpulkan data, mengolah data, melakukan standardisasi data,

Renja Bappelitbangda Tahun 2025 | 35




pembobotan pilar daya saing, dan menghitung skor akhir dengan
agregasi. Pengukuran IDSD 2023 ini mencakup 34 provinsi dan 514
kabupaten/kota di Indonesia. Capaian Indeks Daya Saing Daerah
(IDSD) Kabupaten Purbalingga tahun 2018 s/d 2023 dapat dilihat
pada grafik berikut :

Grafik 1.3
Pencapaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2018 s.d 2023

KABUPATEN PURBALINGGA

3,3021 /33297 3,530

3,519 3,5707

NILAI IDSD

Sumber : Bappelitbangda Kab. Purbalingga, 2023

Adapun langkah — langkah strategis dalam rangka meningkatkan
capaian kinerja antara lain :

. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Litbang

. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat (ljin Penelitian/KKN).

. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga
kelitbangan guna meningkatkan kualitas penelitian  dan
pengembangan daerah.

. Mempertemukan individu/Lembaga Penemu/penghasil inovasi di satu

sisi dengan Dunia Usaha/Masyarakat selaku Penggunanya.

Renja Bappelitbangda Tahun 2025 | 36



5. Penyelenggaraan Lomba Krenova dan Expo Inovasi daerah sebagai
agenda kebijakan kelitbangan.

6. Pertemuan pemenuhan data daya saing daerah.

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran
pada tahun 2023 adalah

1. Ketersediaan sumberdaya terbatas (kelembagaan (setara es V),
manusia, modal, sarana dan fasilitas, prasarana dan informasi).

2. Secara Nasional, Pola manajerial kelembagaan litbang cenderung
struktural, belum terbangunnya mekanisme intermediasi yang
berpeluang mempersambungkan kapasitas iptek dengan kebutuhan
(need) industri dan dunia usaha, serta belum tegas dan
operasionalnya bentuk intervensi pemerintah dalam mendorong iklim
yang kondusif bagi berkembangnya industri berbasis litbang maupun
penguatan kapasitas iptek nasional

3. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi
dalam rangka pengembangan pembangunan daerah

4. Belum disusunnya grand design kelitbangan sebagai arah kebijakan

perencanaan pembangunan berbasis litbang.

Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan
dalam perjanjian kinerja.

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah
Sasaran dari program ini adalahtingkat ketersediaan dokumen perencanaan
pembangunan daerah dan tingkat ketersediaan data evaluasi pembangunan
daerah, dalam hal ini untuk mencapai sasaran tersebut perlu melaksanakan
indikator kinerja program dengan menilai tingkat keterisian data IKK, SDG'’s,
Indikator Program, Presentase ketersediaan dokumen evaluasi dan
pelaporan triwulan tepat waktu, dan Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian
prosedur dokumen perencanaan. Adapun capaian kinerja program tersebut

tergambar pada tabel dibawabh ini :
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Tabel 11.12

Capaian Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

Tahun 2023
) Target ) ) )
No Indikator Program Realisasi | Capaian
2023
1 | Tingkat keterisian data IKK,
. 81,7 % 82.98% | 101.57 %
SDG'’s, Indikator Program
2 | Persentase ketersediaan
dokumen evaluasi dan | 100 % 100 % 100 %
pelaporan triwulan tepat waktu
3 | Tingkat ketepatan waktu dan

kesesuaian prosedur dokumen | 100 % 87.5 % 87.5 %

perencanaan

1) Tingkat keterisian data IKK, SDG’s, Indikator Program

2)

Tingkat keterisian data IKK, SDG’s, Indikator Program
merupakan satu kesatuan data yang terdapat dalam Satu Data
Purbalingga. Di dalam Satu Data Purbalingga tersebut terdapat 37
aspek yang berisi daftar data prioritas yang berasal dari daftar data
yang dikumpulkan oleh Produsen Data baik OPD lingkup
Pemerintah Kabupaten Purbalingga maupun instansi vertikal dan
BUMD.

Indikator tingkat keterisian data dihitung dari perbandingan
antara jumlah elemen data yang terisi dengan jumlah keseluruhan
elemen data. Dari 37 aspek Satu Data Purbalingga jumlah
keseluruhan elemen data yaitu sebanyak 2703 elemen dan jumlah
elemen data yang terisi untuk tahun 2023 yaitu sebanyak 2243
elemen data. Dari jumlah tersebut dihasilkan tingkat keterisian data
sebesar 82,98%.

Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulan
tepat waktu

Dokumen evaluasi merupakan laporan  evaluasi

pelaksanaan program RKPD yang memuat capaian berdasarkan
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3)

indikator yang terdapat dalam Renstra dan Renja masing-masing
Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi RKPD tersebut
dilaksanakan setiap triwulan untuk memastikan bahwa target
rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD
Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dapat dicapai.

Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan
triwulan tepat waktu merupakan perbandingan antara jumlah OPD
yang mengumpulkan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulan
dengan jumlah total OPD. Jumlah total OPD yang dihitung yaitu
sebanyak 47 OPD dengan rincian 29 OPD dan 18 kecamatan. Dari
47 OPD tersebut yang mengumpulkan dokumen evaluasi dan
pelaporan triwulan tepat waktu sampai dengan tribulan [V
sebanyak 47 OPD, sehinga persentase ketersediaan dokumen
evaluasi dan pelaporan triwulan tepat waktu pada tahun 2023 yaitu
100 %.

Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur dokumen
perencanaan

Pada program perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah dan program koordinasi dan sinkronisasi
pembangunan daerah selain bertujuan menjaga kualitas dokumen
perencanaan juga ditujukan dalam rangka menjamin ketepatan
waktu dan ketepatan prosedur. Ketepatan waktu menjadi sangat
penting karena akan mempengaruhi kinerja dokumen setelahnya
yakni penyusunan renja OPD, penyusunan KUA-PPAS dan
Penyusunan APBD. Menurut Permendagri 86 tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen RKPD paling lambat
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ditetapkan pada bulan Juni tahun n-1. Untuk memudahkan
penghitungan capaian indikator Dokumen Perencanaan disusun
tepat waktu maka pernyataan kualitatif tersebut dijadikan nilai
kuantitatif dengan asumsi sebagai beriut RKPD ditetapkan tepat
bulan juni dinilai 100; RKPD ditetapkan pada bulan Juli dinilai 75;
RKPD ditetapkan pada bulan Agustus dinilai 50; RKPD ditetapkan
pada bulan September dinilai 25; RKPD tidak disusun 0).
Selengkapnya capaian kinerja terdapat pada ringkasan tabel

dibawah ini.

INDIKATOR
KINERJA SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN
PROGRAM

Dokumen Tepat 100 75 75
Perencanaan waktu
disusun tepat waktu

RKPD disusun dan legalitasnya dituangkan dalam Peraturan
Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2023 tentang RKPD
Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 yang telah ditetapkan pada
tanggal 7 Juli 2023.

Selain bertujuan menjaga kualitas dokumen perencanaan
yang menjamin Kketepatan waktu, program perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan program
koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah juga ditujukan
dalam rangka menjamin ketepatan prosedur. Di atas telah
dilaporkan capaian kinerja inidkator dokumen perencanaan
disusun tepat waktu, sedangkan indikator Dokumen Perencanaan
disusun tepat prosedur dapat dijelaskan bahwa keberhasilan
indikator ketepatan prosedur ini akan menjamin akuntabilitas
kinerja perencanaan. Seluruh langkah dan pelibatan pemangku
kepentingan dalam penyusunan perencanaan dapat diuji dan
ditulusri kembali prosesnya. Prosedur yang menjadi pedoman
adalah Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, dokumen RKPD minimal melalui 4
(empat) tahap yakni Konsultasi Publik, Musrenbangcam, Forum
OPD, Musrenbangkab. Untuk memudahkan penghitungan capaian
indikator Dokumen Perencanaan disusun tepat prosedur maka
pernyataan kualitatif tersebut dijadikan nilai kuantitatif dengan
asumsi sebagai beriut RKPD disusun melewati 4 tahapan dinilai
100; RKPD disusun melewati 3 tahapan dinilai 75; RKPD disusun
melewati 2 tahapan dinilai 50; RKPD disusun melewati 1 (satu)
tahapan dinilai 25; RKPD tidak disusun 0 (nol). Selengkapnya
capaian kinerja terdapat pada ringkasan tabel di bawah ini.

INDIKATOR
KINERJA SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN
PROGRAM

Dokumen Tepat 100 100 100
Perencanaan prosedur
disusun tepat
prosedur

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 telah disusun sesuai
dengan prosedur yang berlaku, Konsultasi publik Ranwal RKPD
Kab. Purbalingga Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 1
Februari 2023, kemudian Musrenbangcam dilaksanakan pada
tanggal 13-20 Februari 2023, kemudian Forum OPD dilaksanakan
pada tanggal 27 dan 28 Februari 2023, dan terakhir
Musrenbangkab dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2023.

. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah

Sasaran dari program ini adalah keselarasan dan tingkat capaian
kinerja dokumen perencanaan, dalam hal ini untuk mencapai

sasaran tersebut perlu melaksanakan indikator kinerja program
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dengan mengukur Presentase keselarasan program renstra
dengan RPJMD dan program renja dengan RKPD bidang
pemerintahan dan pembangunan manusia, Presentase
keselarasan program renstra dengan RPJMD dan program renja
dengan RKPD bidang ekonomi, Presentase keselarasan program
renstra dengan RPJMD dan program renja dengan RKPD bidang
infrastruktur dan pengembangan wilayah. Adapun capaian kinerja

program tersebut tergambar pada tebel dibawah ini :

Tabel 11.13

Capaian Kinerja
Program Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2023

Target
2023

No Indikator Program Realisasi Capaian

renstra dengan RPJMD dan
program renja dengan RKPD
bidang pemerintahan dan
pembangunan manusia

1 | Presentase keselarasan program | 97.05 % 96.13 % 99.05 %

renstra dengan RPJMD dan
program renja dengan RKPD
bidang ekonomi

2 | Presentase keselarasan program | 95,12 % 96.79% | 101,76 %

renstra dengan RPJMD dan
program renja dengan RKPD
bidang infrastruktur dan
pengembangan wilayah

3 | Presentase keselarasan program | 94,74 % 100 % 105,55 %

3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sasaran dari program ini adalah penerapan inovasi dalam
pembangunan daerah, untuk mencapai sasaran tersebut perlu
melaksanakan indikator kinerja program dengan mengukur
cakupan Inovasi dan Invensi yang didesiminasikan. Adapun
capaian kinerja program tersebut tergambar pada matrik dibawah

ini :
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Tabel 11.14

Capaian Kinerja
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun 2023

_ Target | Realisas _
No Indikator Program _ Capaian
2023 i
1 | Cakupan Inovasi dan Invensi | 35,71 % | 89,39 % | 250,32%
yang didesiminasikan

Inovasi pada tahun 2023 sejumlah 184 dari inovasi OPD dan inovasi
masyarakat yang difasilitasi adalah sejumlah 14 inovasi, sehingga
terdapat 198 inovasi daerah. Dari 198 inovasi 177 diantaranya
dilakukan desemininasi pada gelar inovasi dan potensi daerah pada

tanggal 21 sampai dengan 24 Desember 2023.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Sasaran dari program ini adalah Menguatnya kelembagaan
Bappelitbangda, untuk mencapai sasaran tersebut perlu
melaksanakan indikator kinerja program dengan mengukur
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja, Persentase
temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti, Persentase
Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa
penunjang urusan pemerintahan daerah, Persentase Pengelolaan
Admimistrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan, Persentase
pengadaan barang milik daerah, Persentase pemeliharaan barang
milik daerah. Adapun capaian kinerja program tersebut tergambar
pada matik dibawah ini :

Tabel 11.15
Capaian Kinerja
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

Tahun 2023
No Indikator Program Target 2023 Realisasi Capaian
1 | Persentase ketersediaan 100 % 100 % 100 %
laporan capaian kinerja
2 | Persentase temuan 100 % 100 % 100 %
pengelolaan anggaran yang
ditindak lanjuti
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3 | Persentase Ketersediaan 100 % 100 % 100 %
layanan kepegawaian,
administrasi umum dan jasa
penunjang urusan
pemerintahan daerah

4 | Persentase Pengelolaan 100 % 100 % 100 %

Admimistrasi Aset Milik Daerah
Sesuai Ketentuan

5 | Persentase pengadaan barang 100 % 100 % 100 %

milik daerah

6 | Persentase pemeliharaan 100 % 100 % 100 %

barang milik daerah

1) Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja
Dalam hal ini Bappelitbangda mempunyai kewajiban menyusun
beberapa dokumen diantaranya Renja, LKPJ, LK|IP, SPIP, Laporan
bulanan, Laporan triwulanan, SAKIP OPD. Pada tahun 2023 untuk
ketersediaan laporan capaian kinerja Bappelitbangda memasang
target sebesar 100 %, dengan realisasi 100 % sesuai target yang
ditentukan.

2) Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti
Pada tahun 2023 Bappelitbangda tidak menjadi obyek pemeriksaan
dari BPK, tetpi menjadi obyek pemeriksaan dari Inspektorat terkait stok
opname dan cash opname tahun 2022 dan sudah di tindaklanjuti sesuai
dengan ketentuan.

3) Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi

umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga no 66 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga, Pasal (5) huruf (e)
fungsi Bappelitbangda yaitu pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan
yang mana mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan
kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan
pemerintahan daerah. Pada tahun 2023 Bappelitbangda memasang
target 100%, dan dapat terealisasi sebesar 100% sesuai target yang

ditentukan.
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4) Persentase Pengelolaan Admimistrasi Aset Milik Daerah Sesuai
Ketentuan
Dalam hal ini Bappelitbangda mempunyai kewajiban melaksanakan
pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai dengan ketentuan,
pengelolaan administrasi ini dilakukan setiap bulannya dan dilakukan
rekonsiliasi aset setiap triwulanan di bidang aset pada Bakeuda. Pada
tahun 2023 bappelitbangda memasang target sebesar 100%, dan
dapat terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang di tentukan.
5) Persentase pengadaan barang milik daerah
Pada tahun 2023 Bappelitbangda melaksanakan pengadaan peralatan
dan mesin lainnya dan pengadaan sarana dan prasarana gedung
kantor atau bangunan lainnya. Target yang dipasang pada pengadaan
ini sebesar 100% dan dapat terealisasi sebesar 100% sesuai target
yang ditentukan.
6) Persentase pemeliharaan barang milik daerah
Dalam hal ini bappelitbangda mempunyai kewajiban melakukan
pemeliharaan semua aset yang ada, dari bagunan gedung kantor,
kendaraan bermotor, dan juga peralatan dan mesin lainnya. Pada
tahun 2023 bappelitbangda memasang target 100 %, dan dapat
terealisasi 100 % sesuai dengan target yang ditentukan.
Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga
didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel,

sebagai berikut:
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Tabel 11.16
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga

Realisasi Capaian

Target Renstra Bappelitbangda Renstra Proyeksi
. - Target | Target Bappelitbangda Catatan
No Indikator Kinerja SPM IKK Analisis
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tujuan I: Mewujudkan perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas
1 | Skor komponen perencanaan : : 21 22 23 24 21,86 22,43 23 24
dalam penilaian SAKIP
Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda
1.1 | Nilai SAKIP Bappelitbangda [ - | - | 72 | 75 78 80 | 7526 | 7631 78 80
Program 1: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1.1.1 | Persentase ketersediaan laporan : : 100 100 100 100 100 100 100 | 100
capaian kinerja
1.1.2 | Prosetase temuan pengelolaan : : 100 100 100 100 100 100 100 | 100
anggaran yang ditindak lanjuti
Persentase Ketersediaan layanan
11,3 | képegawaian, administrasi umum - - 100 100 100 100 100 100 100 100
dan jasa penunjang urusan
pemerintahan daerah
Presentase Pengelolaan
1.1.4 | Administrasi Aset Milik Daerah - - 100 100 100 100 100 100 100 100
Sesuai Ketentuan
Persentase pengadaan barang
1.1.5 | milik daerah 100 100 100 100 100 100 100 100
1.1.6 | Persentase pemeliharaan barang 100 100 100 100 100 100 100 100
milik daerah

Sasaran 2. Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan
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No

Indikator Kinerja

Target
SPM

Target
IKK

Target Renstra Bappelitbangda

Realisasi Capaian
Renstra
Bappelitbangda

Proyeksi

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Catatan
Analisis

1.2

2

9

10

11

12

13

Tingkat keselarasan program
RKPD dengan RPIJMD
(selarasnya program, indikator
program dan target)

96

96

97

98

97,52

98,50

99

100

Program 2: PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EV

ALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

121

Tingkat ketepatan waktu dan
kesesuaian prosedur Dokumen
perencanaan

100

100

100

100

87,5

87,5

100

100

1.2.2

Tingkat keterisian data IKK,
SDGs, indikator program

81,7

82,3

83

83,6

82.98

84,02

83

83,6

123

Persentase ketersediaan
dokumen evaluasi dan pelaporan
triwulanan tepat waktu

100

100

100

100

87,23

100

100

100

Program 3: PROGRAM KOORDINASI DAN Sl

NKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

23.1

Persentase keselarasan program
Renstra dengan RPJMD, dan
Renja dengan RKPD bidang
Pemerintahan dan pembangunan
manusia

96,46

97,05

97,64

98,23

79.05

96,13

97,64

98,23

2.3.2

Persentase keselarasan program
Renstra dengan RPJMD, dan
Renja dengan RKPD bidang
Ekonomi

95,12

95,12

95,12

96,75

94.78

96,79

95,12

96,75

2.3.3

Persentase keselarasan program
Renstra dengan RPJMD, dan
Renja dengan RKPD bidang

94,74

94,74

94,74

96,49

100

100

94,74

96,49
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Realisasi Capaian
Target Renstra Bappelitbangda Renstra Proyeksi
. - Target | Target Bappelitbangda Catatan
No Indikator Kinerja SPM IKK Analisis
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah
Sasaran 3. Meningkatnya Peran Kelitbangan dalam Pembangunan
1.3 | Persentase pemanfaatan hasil . : 75 76 76,9 77,8 99,4 1034 | 769 | 77.8
kelitbangan
Program 4: PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Cakupan inovasi dan invensi yang
14.1 didesiminasikan - - 34,29 35,71 37,14 38,57 96,2 89,39 37,14 | 38,57
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah,
mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan
dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan
pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku
koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat
peraturan perudangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal,
maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara
matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan
permasalahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Bappelitbangda, antara lain:

1. Kendala teknis koordinasi dan sinkronisasi OPD dalam penyelarasan
dokumen perencanaan;

2. Ketersediaan data statistik untuk tujuan perencanaan yang masih
terbatas dan perlu perhatian/upaya keras dalam pencapaian target
kinerja OPD;

3. Ketersediaan sumberdaya kelitbangan terbatas (kelembagaan (setara
es IV), manusia, modal, sarana dan fasilitas, prasarana dan informasi)

4. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi
dalam rangka pengembangan pembangunan daerah

5. Belum disusunnya grand design kelitbangan sebagai arah kebijakan
perencanaan pembangunan berbasis litbang.

Tantangan yang dihadapi Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan

fungsi, antara lain:

1. Rekomendasi Kemenpan RB terkait nilai SAKIP Kabupaten
Purbalingga Tahun 2023 dalam perencanaan kinerja bahwa :
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a. Sebagian besar penyusunan pohon Kinerja telah
mempertimbangkan factor kritis / Critical Succes Factor (CSF)
dalam pencapaian kinerja, namun demikian alur dalam pohon
kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan “jika-maka”
atau “sebab-akibat” antar CSF, sehingga masih ditemukan logika
yang terbalik antar CSF. Dengan demikian pohon kinerja belum
sepenuhnya logis dalam mencapai kinerja yang ditetapkan.

b. Masih ditemukan kinerja yang belum menggambarkan kondisi
sehingga belum Dberorientasi hasil sesuai dengan tigkat
pengampunya. Hal ini Sebagian besar ditemukan pada Perjanjian
Kinerja Kepala Bidang beberapa PD, sehingga kontribusi kinerja /
kondisi yang dihasilkan pada tingkat tersebut belum dapat diyakini
mendukung kinerja di atasnya.

c. Penyusunan Pohon kinerja belum optimal dalam mengidentifkasi
adanya kemungkinan crosscutting sebagai bentuk sharing outcome
antar PD dalam mencapai kinerja utama PD.

d. Kualitas rencana aksi yang telah disusun di tingkat PD, belum
seluruhnya relevan dan mendukung terhadap pencapaian kinerja
utama organisasi.

2. Adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat dalam rangka
sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah.
Dari permasalahan dan tantangan yang dihadapi dapat disimpulkan

bahwa isu strategis bappelitbangda sebagai berikut:

1. Peningkatan  kualitas  penyusunan  dokumen  perencanaan
pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik,
Spasial belum optimal;

2. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah
(RKPD) dengan (RPJMD) dan konsistensi dokumen perencanaan
perangkat daerah (Renja) dengan (Renstra) serta dokumen APBD;

3. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang

terintegrasi dengan sisten informasi Perencanaan Pembangunan
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lainnya (e-data, ebudgeting, e-monev dan e-reporting) agar dapat
dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang
konsisten dan transparan;

Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Purbalingga
terkait Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyusunan peta jalan kelitbangan sebagai arah kebijakan
perencanaan pembangunan berbasis litbang.

Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Bappelitbangda. Dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda perlu dilakukan
pengoptimalan  unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan,
diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya
aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana
dan prasarana, dan juga kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja
dan keuangan.

Dalam menjawab isu-isu strategis Bappelitbangda, upaya yang akan

dilakukan antara lain :

1.

Pengintegrasian pemanfaatan teknologi informasi pada sistem
perencanaan pembangunan (SIPD-RI) dan aplikasi evaluasi kinerja.
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas (Bimtek) Implementasi Regulasi
dan Kebijakan bagi ASN Bappelitbangda guna penguatan kompetensi
dan penyediaan sarana prasarana serta penerapan standar dan
prosedur kerja.

Penyusunan peta jalan kelitbangan dan penerapan kelitbangan sebagai

arah kebijakan perencanaan pembangunan berbasis litbang.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran

dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target

kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, adalah

sebagaimana tabel berikut:
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Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Purbalingga

Tabel 11.17

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan/Bidang
Urusan

Indikator

Urusan/Bidang
Urusan

Indikator

Pemerintahan Kinerja UEeE: NESURET: Pemerintahan Kinerja JEE NN Ca_t.
D J Lokasi Capaian Satuan Dana/ Pagu J Lokasi Capaian Satuan Dana/ Pagu Penting
aerah dan Program/ o - Daerah dan Program/Ke e S
Program/ Kegiatan Kinerja Indikatif Program/ giatan Kinerja Indikatif
Kegiatan Kegiatan
UNSUR UNSUR
PENUNJANG PENUNJANG
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
PERENCANAAN PERENCANAAN
PROGRAM - BAPPELI | 100 persen 5,371,555,000 PROGRAM - BAPPELI | 100 persen 5,271,555,000
PENUNJANG Persentase | TBANGD | 100 Persen PENUNJANG Persentase TBANGD | 100 Persen
URUSAN ketersediaa | A 100 Persen URUSAN ketersediaan | A 100 Persen
PEMERINTAH n laporan 100 Persen PEMERINTAH laporan 100 Persen
DAERAH capaian 100 Persen DAERAH capaian 100 Persen
kinerja 100 persen kinerja 100 persen
- Prosetase - Prosetase
temuan temuan
pengelolaa pengelolaan
n anggaran anggaran
yang yang
ditindak ditindak
lanjuti lanjuti
- - Persentase
Persentase Ketersediaa
Ketersediaa n layanan
n layanan kepegawaia
kepegawaia n,
n, administrasi
administrasi umum dan
umum dan jasa
jasa penunjang
penunjang urusan
urusan pemerintaha
pemerintah n daerah
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan/Bidang Urusan/Bidang
Urusan LTl Ul Target Kebutuhan Urusan Ll Gl Target Kebutuhan cat.
Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian | Satuan Dana/ Pagu Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian Satuan Dana/ Pagu Penting
Daerah dan Program/ pale 1 rag Daerah dan Program/Ke Apalg ! rag
Program/ Kegiatan Kinerja Indikatif Program/ giatan Kinerja Indikatif
Kegiatan Kegiatan
an daerah - Presentase
- Pengelolaan
Presentase Admimistrasi
Pengelolaa Aset Milik
n Daerah
Admimistra Sesuai
si Aset Milik Ketentuan
Daerah - Persentase
Sesuai pengadaan
Ketentuan barang milik
- daerah
Persentase - Persentase
pengadaan pemeliharaa
barang milik n barang
daerah milik daerah
Persentase
pemelihara
an barang
milik daerah
Perencanaan, - Dokumen | BAPPELI | 100 persen 8,000,000 | Perencanaan, - Dokumen BAPPELI | 100 persen 8,000,000
Penganggaran, Perencanaa | TBANGD Penganggaran, Perencanaa | TBANGD
dan Evaluasi n dan A dan Evaluasi n dan A
Kinerja Perangkat pelaporan Kinerja Perangkat | pelaporan
Daerah yang Daerah yang
diserahkan diserahkan
tepat waktu tepat waktu
sesuai sesuai
ketentuan ketentuan
Penyusunan Jumlah BAPPELI | 3 dokumen 5,000,000 | Penyusunan Jumlah BAPPELI | 3 dokumen 5,000,000
Dokumen Dokumen TBANGD Dokumen Dokumen TBANGD
Perencanaan Perencanaa | A Perencanaan Perencanaa | A
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan/Bidang Urusan/Bidang
Urusan LTl Ul Target Kebutuhan Urusan Ll Gl Target Kebutuhan cat.
Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian | Satuan Dana/ Pagu Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian Satuan Dana/ Pagu Penting
Daerah dan Program/ pale 1 rag Daerah dan Program/Ke Apalg ! rag
Program/ Kegiatan Kinerja Indikatif Program/ giatan Kinerja Indikatif
Kegiatan Kegiatan
n Perangkat n Perangkat
Daerah Daerah
Evaluasi Kinerja Jumlah BAPPELI | 6 Laporan 3,000,000 | Evaluasi Kinerja Jumlah BAPPELI | 6 Laporan 3,000,000
Perangkat Daerah Laporan TBANGD Perangkat Daerah | Laporan TBANGD
Evaluasi A Evaluasi A
Kinerja Kinerja
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
Administrasi Prosetase BAPPELI | 100 Persen 4,457,908,000 | Administrasi Prosetase BAPPELI | 100 Persen 4,427,908,000
Keuangan temuan TBANGD Keuangan temuan TBANGD
Perangkat Daerah pengelolaa | A Perangkat Daerah | pengelolaan | A
n anggaran anggaran
yang yang
ditindaklanj ditindaklanju
uti ti
Penyediaan Gaji Jumlah BAPPELI | 29 Orang/bu 4,167,508,000 | Penyediaan Gaji Jumlah BAPPELI | 29 Orang/bu 4,167,508,000
dan Tunjangan Orang yang | TBANGD lan dan Tunjangan Orang yang | TBANGD lan
ASN Menerima A ASN Menerima A
Gaji dan Gaji dan
Tunjangan Tunjangan
ASN ASN
Penyediaan Jumlah BAPPELI | 192 Dokumen 250,000,000 | Penyediaan Jumlah BAPPELI | 192 Dokumen 220,000,000
Administrasi Dokumen TBANGD Administrasi Dokumen TBANGD
Pelaksanaan Hasil A Pelaksanaan Hasil A
Tugas ASN Penyediaan Tugas ASN Penyediaan
Administras Administrasi
i Pelaksanaan
Pelaksanaa Tugas ASN
n Tugas
ASN
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan/Bidang Urusan/Bidang
Urusan LTl Ul Target Kebutuhan Urusan Ll Gl Target Kebutuhan cat.
Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian | Satuan Dana/ Pagu Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian Satuan Dana/ Pagu Penting
Daerah dan Program/ pale 1 rag Daerah dan Program/Ke Apalg ! rag
Program/ Kegiatan Kinerja Indikatif Program/ giatan Kinerja Indikatif
Kegiatan Kegiatan
Koordinasi dan Jumlah BAPPELI | 600 dokumen 40,400,000 | Koordinasi dan Jumlah BAPPELI | 600 dokumen 40,400,000
Pelaksanaan Dokumen TBANGD Pelaksanaan Dokumen TBANGD
Akuntansi SKPD Koordinasi A Akuntansi SKPD Koordinasi A
dan dan
Pelaksanaa Pelaksanaan
n Akuntansi Akuntansi
SKPD SKPD
Administrasi Laporan BAPPELI | 100 persen 5,200,000 | Administrasi Laporan BAPPELI | 100 persen 5,200,000
Barang Milik BMD yang TBANGD Barang Milik BMD yang di | TBANGD
Daerah pada di serahkan | A Daerah pada serahkan A
perangkat daerah tepat waktu perangkat daerah | tepat waktu
sesuai sesuai
ketentuan ketentuan
Penatausahaan Jumlah BAPPELI | 4 laporan 5,200,000 | Penatausahaan Jumlah BAPPELI | 4 laporan 5,200,000
barang milik Laporan TBANGD barang milik Laporan TBANGD
daerah pada SKPD | Penatausah | A daerah pada Penatausah | A
aan Barang SKPD aan Barang
Milik Milik Daerah
Daerah pada SKPD
pada SKPD
Administrasi Jumlah BAPPELI | 43 orang 145,000,000 | Administrasi Jumlah ASN | BAPPELI | 43 orang 75,000,000
Kepegawaian ASN yang TBANGD Kepegawaian yang TBANGD
Perangkat Daerah meningkat A Perangkat Daerah | meningkat A
Kompetensi Kompetensi
nya nya
Pendidikan dan Jumlah BAPPELI | 11 orang 15,000,000 | Pendidikan dan Jumlah BAPPELI | 11 orang 15,000,000
Pelatihan Pegawai | Pegawai TBANGD Pelatihan Pegawai | Pegawai TBANGD
Berdasarkan Berdasarka | A Berdasarkan Berdasarkan | A
Tugas dan Fungsi n Tugas Tugas dan Fungsi | Tugas dan
dan Fungsi Fungsi yang
yang Mengikuti
Mengikuti Pendidikan
Pendidikan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan/Bidang Urusan/Bidang
Urusan LTl Ul Target Kebutuhan Urusan Ll Gl Target Kebutuhan cat.
Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian | Satuan Dana/ Pagu Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian Satuan Dana/ Pagu Penting
Daerah dan Program/ pale 1 rag Daerah dan Program/Ke Apalg ! rag
Program/ Kegiatan Kinerja Indikatif Program/ giatan Kinerja Indikatif
Kegiatan Kegiatan
dan dan
Pelatihan Pelatihan
Bimbingan Teknis Jumlah BAPPELI | 47 orang 130,000,000 | Bimbingan Teknis | Jumlah BAPPELI | 47 orang 60,000,000
Implementasi Orang yang | TBANGD Implementasi Orang yang | TBANGD
Peraturan Mengikuti A Peraturan Mengikuti A
Perundang- Bimbingan Perundang- Bimbingan
Undangan Teknis Undangan Teknis
Implementa Implementas
si Peraturan i Peraturan
Perundang- Perundang-
Undangan Undangan
Administrasi Terlaksana | BAPPELI | 12 bulan 64,962,000 | Administrasi Terlaksanan | BAPPELI | 12 bulan 64,962,000
Umum Perangkat nya TBANGD Umum Perangkat | ya TBANGD
Daerah administrasi | A Daerah administrasi | A
umum umum
penunjang penunjang
operasional operasional
kantor kantor
Penyediaan Jumlah BAPPELI | 10 paket 8,800,000 | Penyediaan Jumlah BAPPELI | 10 paket 8,800,000
Komponen Paket TBANGD Komponen Paket TBANGD
Instalasi Komponen | A Instalasi Komponen A
Listrik/Penerangan | Instalasi Listrik/Peneranga | Instalasi
Bangunan Kantor Listrik/Pene n Bangunan Listrik/Pener
rangan Kantor angan
Bangunan Bangunan
Kantor yang Kantor yang
Disediakan Disediakan
Penyediaan Bahan | Jumlah BAPPELI | 10 paket 24,800,000 | Penyediaan Jumlah BAPPELI | 10 paket 24,800,000
Logistik Kantor Paket TBANGD Bahan Logistik Paket Bahan | TBANGD
Bahan A Kantor Logistik A
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan/Bidang Urusan/Bidang
Uit Indikator Target Kebutuhan e Indikator Target Kebutuhan Cat.
Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian | Satuan Dana/ Pagu Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian Satuan Dana/ Pagu Penting
Daerah dan Program/ pale 1 rag Daerah dan Program/Ke Apalg ! rag
Program/ Kegiatan Kinerja Indikatif Program/ giatan Kinerja Indikatif
Kegiatan Kegiatan
Logistik Kantor yang
Kantor yang disediakan
disediakan
Penyediaan Bahan | Jumlah BAPPELI | 12 dokumen 996,000 | Penyediaan Jumlah BAPPELI | 12 dokumen 996,000
Bacaan dan Dokumen TBANGD Bahan Bacaan Dokumen TBANGD
Peraturan Bahan A dan Peraturan Bahan A
Perundang- Bacaan dan Perundang- Bacaan dan
undangan Peraturan undangan Peraturan
Perundang- Perundang-
Undangan Undangan
yang yang
Disediakan Disediakan
Penyediaan Jumlah BAPPELI | 12 Laporan 10,500,000 | Penyediaan Jumlah BAPPELI | 12 Laporan 10,500,000
Fasilitasi Tamu Laporan TBANGD Fasilitasi Tamu Laporan TBANGD
Fasilitasi A Fasilitasi A
Kunjungan Kunjungan
Tamu Tamu
Penyelenggaraan Jumlah BAPPELI | 12 laporan 11,466,000 | Penyelenggaraan | Jumlah BAPPELI | 12 laporan 11,466,000
Rapat Koordinasi Laporan TBANGD Rapat Koordinasi Laporan TBANGD
dan Konsultasi Penyelengg | A dan Konsultasi Penyelengg | A
SKPD araan SKPD araan Rapat
Rapat Koordinasi
Koordinasi dan
dan Konsultasi
Konsultasi SKPD
SKPD
Dukungan Jumlah BAPPELI | 12 dokumen 8,400,000 | Dukungan Jumlah BAPPELI | 24 dokumen 8,400,000
pelaksanaan Dokumen TBANGD pelaksanaan Dokumen TBANGD
sistem Dukungan A sistem Dukungan A
pemerintahan Pelaksanaa pemerintahan Pelaksanaan
berbasis elektronik | n Sistem berbasis Sistem
pada SKPD Pemerintah elektronik pada Pemerintaha
an Berbasis SKPD n Berbasis
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan/Bidang Urusan/Bidang
Urusan LTl Ul Target Kebutuhan Urusan Ll Gl Target Kebutuhan cat.
Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian | Satuan Dana/ Pagu Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian Satuan Dana/ Pagu Penting
Daerah dan Program/ pale 1 rag Daerah dan Program/Ke Apalg ! rag
Program/ Kegiatan Kinerja Indikatif Program/ giatan Kinerja Indikatif
Kegiatan Kegiatan
Elektronik Elektronik
pada SKPD pada SKPD
Pengadaan Barang | Tersediany | BAPPELI | 11 buah 0 | Pengadaan Tersedianya | BAPPELI | 11 buah 0
Milik Daerah a barang TBANGD Barang Milik barang milik | TBANGD
Penunjang Urusan | milik daerah | A Daerah daerah A
Pemerintah Daerah | penunjang Penunjang Urusan | penunjang
urusan Pemerintah urusan
pemerintah Daerah pemerintah
daerah daerah
Pengadaan Jumlah Unit | BAPPELI | 11 unit 0 | Pengadaan Jumlah Unit | BAPPELI | 11 unit 0
Peralatan dan Peralatan TBANGD Peralatan dan Peralatan TBANGD
Mesin Lainnya dan Mesin A Mesin Lainnya dan Mesin A
Lainnya Lainnya
yang yang
Disediakan Disediakan
Penyediaan Jasa Tersediany | BAPPELI | 12 bulan 406,318,000 | Penyediaan Jasa | Tersedianya | BAPPELI | 12 bulan 406,318,000
Penunjang Urusan | a Jasa TBANGD Penunjang Urusan | Jasa TBANGD
Pemerintahan Penunjang | A Pemerintahan Penunjang A
Daerah Urusan Daerah Urusan
Pemerintah Pemerintaha
an Daerah n Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah BAPPELI | 12 laporan 630,000 | Penyediaan Jasa | Jumlah BAPPELI | 12 laporan 630,000
Surat Menyurat Laporan TBANGD Surat Menyurat Laporan TBANGD
Penyediaan | A Penyediaan | A
Jasa Surat Jasa Surat
Menyurat Menyurat
Penyediaan Jasa Jumlah BAPPELI | 12 laporan 70,640,000 | Penyediaan Jasa Jumlah BAPPELI | 12 laporan 70,640,000
Komunikasi, Laporan TBANGD Komunikasi, Laporan TBANGD
Sumber Daya Air Penyediaan | A Sumber Daya Air Penyediaan | A
dan Listrik Jasa dan Listrik Jasa
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan/Bidang Urusan/Bidang
Urusan LTl Ul Target Kebutuhan Urusan Ll Gl Target Kebutuhan cat.
Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian | Satuan Dana/ Pagu Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian Satuan Dana/ Pagu Penting
Daerah dan Program/ pale 1 rag Daerah dan Program/Ke Apalg ! rag
Program/ Kegiatan Kinerja Indikatif Program/ giatan Kinerja Indikatif
Kegiatan Kegiatan
Komunikasi Komunikasi,
, Sumber Sumber
Daya Air Daya Air dan
dan Listrik Listrik yang
yang Disediakan
Disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah BAPPELI | 12 laporan 10,622,000 | Penyediaan Jasa Jumlah BAPPELI | 12 laporan 10,622,000
Peralatan dan Laporan TBANGD Peralatan dan Laporan TBANGD
Perlengkapan Penyediaan | A Perlengkapan Penyediaan | A
Kantor Jasa Kantor Jasa
Peralatan Peralatan
dan dan
Perlengkap Perlengkapa
an Kantor n Kantor
yang yang
Disediakan Disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah BAPPELI | 14 laporan 324,426,000 | Penyediaan Jasa | Jumlah BAPPELI | 15 laporan 324,426,000
Pelayanan Umum Laporan TBANGD Pelayanan Umum | Laporan TBANGD
Kantor Penyediaan | A Kantor Penyediaan | A
Jasa Jasa
Pelayanan Pelayanan
Umum Umum
Kantor yang Kantor yang
Disediakan Disediakan
Pemeliharaan Terpelihara | BAPPELI | 12 bulan 288,167,000 | Pemeliharaan Terpeliharan | BAPPELI | 12 bulan 284,167,000
Barang Milik nya Barang | TBANGD Barang Milik ya Barang TBANGD
Daerah Penunjang | milik daerah | A Daerah milik daerah | A
Urusan penunjang Penunjang Urusan | penunjang
Pemerintahan urusan Pemerintahan urusan
Daerah pemerintah Daerah pemerintaha
an daerah n daerah
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan/Bidang Urusan/Bidang
Uit Indikator Target Kebutuhan e Indikator Target Kebutuhan Cat.
Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian | Satuan Dana/ Pagu Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian Satuan Dana/ Pagu Penting
Daerah dan Program/ pale 1 rag Daerah dan Program/Ke Apalg ! rag
Program/ Kegiatan Kinerja Indikatif Program/ giatan Kinerja Indikatif
Kegiatan Kegiatan
Penyediaan Jasa Jumlah BAPPELI | 29 unit 254,167,000 | Penyediaan Jasa | Jumlah BAPPELI | 29 unit 254,167,000
Pemeliharaan, Kendaraan TBANGD Pemeliharaan, Kendaraan TBANGD
Biaya Dinas A Biaya Dinas A
Pemeliharaan, Operasional Pemeliharaan, Operasional
Pajak, dan atau Pajak, dan atau
Perizinan Lapangan Perizinan Lapangan
Kendaraan Dinas yang Kendaraan Dinas | yang
Operasional atau Dipelihara Operasional atau Dipelihara
Lapangan dan Lapangan dan
dibayarkan dibayarkan
Pajak dan Pajak dan
Perizinanny Perizinannya
a
Pemeliharaan Jumlah BAPPELI | 10 unit 10,000,000 | Pemeliharaan Jumlah BAPPELI | 10 unit 10,000,000
Peralatan dan Peralatan TBANGD Peralatan dan Peralatan TBANGD
Mesin Lainnya dan Mesin A Mesin Lainnya dan Mesin A
Lainnya Lainnya
yang yang
Dipelihara Dipelihara
Pemeliharaan/Reh | Jumlah BAPPELI | 1 unit 24,000,000 | Pemeliharaan/Reh | Jumlah BAPPELI | 1 unit 20,000,000
abilitasi Gedung Gedung TBANGD abilitasi Gedung Gedung TBANGD
Kantor dan Kantordan | A Kantor dan Kantor dan A
Bangunan Lainnya | Bangunan Bangunan Bangunan
Lainnya Lainnya Lainnya
yang yang
Dipelihara/ Dipelihara/Di
Direhabilita rehabilitasi
si
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan/Bidang Urusan/Bidang
Urusan LTl Ul Target Kebutuhan Urusan Ll Gl Target Kebutuhan cat.
Pemerintahan Kinerja . : Pemerintahan Kinerja : ; Pentin
Lokasi Capaian Satuan Dana/ Pagu Lokasi Capaian Satuan Dana/ Pagu 9
Daerah dan Program/ S - Daerah dan Program/Ke e A
. Kinerja Indikatif ; Kinerja Indikatif
Program/ Kegiatan Program/ giatan
Kegiatan Kegiatan
PROGRAM - Tingkat BAPPELI | - 100 persen 571,791,000 | PROGRAM - Tingkat BAPPELI | -100 persen 571,791,000
PERENCANAAN, ketepatan TBANGD | -82.96 persen PERENCANAAN, kete %tan TBANGD | -82.96 persen
PENGENDALIAN waktu dan A - 100 persen PENGENDALIAN Wakt% dan A - 100 persen
DAN EVALUASI kesesuaian DAN EVALUASI kesesuaian
PEMBANGUNAN prosedur PEMBANGUNAN rosedur
DAERAH Dokumen DAERAH P
Dokumen
perencanaa
n perencanaa
. n
- Tingkat .
keterisian - Tingkat
keterisian
data IKK,
data IKK,
SDGs,
indikator .SD.GS’
indikator
program
- program
Presentase '
) Presentase
ketersediaa ketersediaan
n dokumen
: dokumen
evaluasi .
evaluasi dan
dan
pelaporan
pelaporan ;
- triwulanan
triwulanan tepat waktu
tepat waktu P
Penyusunan Persentase | BAPPELI | 100 persen 467,500,000 | Penyusunan Persentase BAPPELI | 100 persen 467,500,000
Perencanaan dan dokumen TBANGD Perencanaan dan | dokumen TBANGD
Pendanaan perencanaa | A Pendanaan perencanaa | A
n n
pembangun pembangun
an yang an yang
disusun disusun
sesuai sesuai
dengan dengan
ketentuan ketentuan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan/Bidang Urusan/Bidang
Urusan LTl Ul Target Kebutuhan Urusan Ll Gl Target Kebutuhan cat.
Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian | Satuan Dana/ Pagu Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian Satuan Dana/ Pagu Penting
Daerah dan Program/ pale 1 rag Daerah dan Program/Ke Apalg ! rag
Program/ Kegiatan Kinerja Indikatif Program/ giatan Kinerja Indikatif
Kegiatan Kegiatan
Koordinasi Jumlah BAPPELI | 284 dokumen 27,880,000 | Koordinasi Jumlah BAPPELI | 284 dokumen 27,880,000
Penelaahan Telaahan TBANGD Penelaahan Telaahan TBANGD
Dokumen Dokumen A Dokumen Dokumen A
Perencanaan Perencanaa Perencanaan Perencanaa
Pembangunan n Pembangunan n
Daerah dengan Pembangun Daerah dengan Pembangun
Dokumen an Daerah Dokumen an Daerah
Kebijakan Lainnya Kebijakan Lainnya
Pelaksanaan Jumlah BAPPELI | 5 berita 199,500,000 | Pelaksanaan Jumlah BAPPELI | 5 berita 199,500,000
Musrenbang Berita TBANGD acara Musrenbang Berita Acara | TBANGD acara
Kabupaten/Kota Acara A Kabupaten/Kota Musrenbang | A
Musrenban Kabupaten/K
g ota
Kabupaten/
Kota
Koordinasi Jumlah BAPPELI | 5 dokumen 240,120,000 | Koordinasi Jumlah BAPPELI | 5 dokumen 240,120,000
Penyusunan dan Dokumen TBANGD Penyusunan dan Dokumen TBANGD
Penetapan Perencanaa | A Penetapan Perencanaa | A
Dokumen n Dokumen n
Perencanaan Pembangun Perencanaan Pembangun
Pembangunan an Daerah Pembangunan an Daerah
Daerah Kabupaten/ Daerah Kabupaten/K
Kabupaten/Kota Kota yang Kabupaten/Kota ota yang
Ditetapkan Ditetapkan
(RPJPD/RP (RPJPD/RPJ
JMD/RKPD MD/RKPD)
)
Analisis Data dan Persentase | BAPPELI | 100 persen 28,025,000 | Analisis Data dan Persentase BAPPELI | 100 persen 28,025,000
Informasi dokumen TBANGD Informasi dokumen TBANGD
Pemerintahan analisa data | A Pemerintahan analisadata | A
Daerah Bidang pembangun Daerah Bidang pembangun
Perencanaan an yang Perencanaan an yang
disusun disusun
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan/Bidang Urusan/Bidang
Urusan LTl Ul Target Kebutuhan Urusan Ll Gl Target Kebutuhan cat.
Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian | Satuan Dana/ Pagu Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian Satuan Dana/ Pagu Penting
Daerah dan Program/ pale 1 rag Daerah dan Program/Ke Apalg ! rag
Program/ Kegiatan Kinerja Indikatif Program/ giatan Kinerja Indikatif
Kegiatan Kegiatan
Pembangunan sesuai Pembangunan sesuai
Daerah dengan Daerah dengan
ketentuan ketentuan
Analisis Data dan Jumlah BAPPELI | 1 masukan 28,025,000 | Analisis Datadan | Jumlah BAPPELI | 1 masukan 28,025,000
Informasi Masukan TBANGD Informasi Masukan TBANGD
Perencanaan Analisis A Perencanaan Analisis A
Pembangunan Data untuk Pembangunan Data untuk
Daerah Penyusuna Daerah Penyusunan
n Kebijakan Kebijakan
Perencanaa Perencanaa
n n
Pembangun Pembangun
an Daerah an Daerah
(Semua (Semua
Perencanaa Perencanaa
n n
Pembangun Pembangun
an Daerah) an Daerah)
Pengendalian, persentase | BAPPELI | 100 persen 76,266,000 | Pengendalian, persentase BAPPELI | 100 persen 76,266,000
Evaluasi dan dokumen TBANGD Evaluasi dan dokumen TBANGD
Pelaporan Bidang evaluasi A Pelaporan Bidang | evaluasi A
Perencanaan OPD yang Perencanaan OPD yang
Pembangunan disusun Pembangunan disusun
Daerah Daerah
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan/Bidang Urusan/Bidang
Uit Indikator Target Kebutuhan e Indikator Target Kebutuhan Cat.
Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian | Satuan Dana/ Pagu Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian Satuan Dana/ Pagu Penting
Daerah dan Program/ pale 1 rag Daerah dan Program/Ke Apalg ! rag
Program/ Kegiatan Kinerja Indikatif Program/ giatan Kinerja Indikatif
Kegiatan Kegiatan
Koordinasi Jumlah BAPPELI | 2 laporan 22,535,000 | Koordinasi Jumlah BAPPELI | 2 laporan 22,535,000
Pengendalian Laporan TBANGD Pengendalian Laporan TBANGD
Perencanaan dan Hasil A Perencanaan dan | Hasil A
Pelaksanaan Pengendali Pelaksanaan Pengendalia
Pembangunan an Pembangunan n
Daerah di Perencanaa Daerah di Perencanaa
Kabupaten/Kota n dan Kabupaten/Kota n dan
Pelaksanaa Pelaksanaan
n Pembangun
Pembangun an
an
Monitoring, Jumlah BAPPELI | 4 laporan 53,731,000 | Monitoring, Jumlah BAPPELI | 4 laporan 53,731,000
Evaluasi dan Laporan TBANGD Evaluasi dan Laporan TBANGD
Penyusunan Hasil A Penyusunan Hasil A
Laporan Berkala Evaluasi Laporan Berkala Evaluasi
Pelaksanaan Kinerja Pelaksanaan Kinerja
Pembangunan Pembangun Pembangunan Pembangun
Daerah an Daerah Daerah an Daerah
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan/Bidang

Urusan/Bidang

Uit Indikator Target Kebutuhan e Indikator Target Kebutuhan Cat.
Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian | Satuan Dana/ Pagu Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian Satuan Dana/ Pagu Penting
Daerah dan Program/ pale 1 rag Daerah dan Program/Ke Apalg ! rag
Program/ Kegiatan Kinerja Indikatif Program/ giatan Kinerja Indikatif
Kegiatan Kegiatan
PROGRAM - BAPPELI | 97.64 persen 6,776,352,000 | PROGRAM - Persentase | BAPPELI | 97.64 persen 723,564,000
KOORDINASI DAN | Persentase | TBANGD | 95.12 persen KOORDINASI keselarasan | TBANGD | 95.12 persen
SINKRONISASI keselarasan | A 94.74 persen DAN program A 94.74 persen
PERENCANAAN program SINKRONISASI Renstra
PEMBANGUNAN Renstra PERENCANAAN dengan
DAERAH dengan PEMBANGUNAN | RPJMD dan
RPJMD dan DAERAH program
program Renja
Renja dengan
dengan RKPD
RKPD bidang
bidang Pemerintaha
Pemerintah n dan
an dan pembangun
pembangun an manusia
an manusia - Persentase
- keselarasan
Persentase program
keselarasan Renstra
program dengan
Renstra RPJMD dan
dengan program
RPJMD dan Renja
program dengan
Renja RKPD
dengan bidang
RKPD Ekonomi
bidang - Persentase
Ekonomi keselarasan
- program
Persentase Renstra
keselarasan dengan
program RPJMD dan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan/Bidang Urusan/Bidang
Urusan LTl Ul Target Kebutuhan Urusan Ll Gl Target Kebutuhan cat.
Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian | Satuan Dana/ Pagu Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian Satuan Dana/ Pagu Penting
Daerah dan Program/ pale 1 rag Daerah dan Program/Ke Apalg ! rag
Program/ Kegiatan Kinerja Indikatif Program/ giatan Kinerja Indikatif
Kegiatan Kegiatan
Renstra program
dengan Renja
RPJMD dan dengan
program RKPD
Renja bidang
dengan infrastruktur
RKPD dan
bidang Pengemban
infrastruktur gan Wilayah
dan
Pengemban
gan
Wilayah
Koordinasi Jumlah BAPPELI | 33 dokumen 6,426,999,000 | Koordinasi Jumlah BAPPELI | 33 dokumen 374,211,000
Perencanaan dokumen TBANGD Perencanaan dokumen TBANGD
Bidang Renja, A Bidang Renja, A
Pemerintahan dan | Renstra Pemerintahan dan | Renstra dan
Pembangunan dan Pembangunan Laporan
Manusia Laporan Manusia Kinerja
Kinerja Program
Program Bidang
Bidang Pemerintaha
Pemerintah n dan
an dan Pembangun
Pembangun an Manusia
an Manusia
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan/Bidang

Urusan/Bidang

Uit Indikator Target Kebutuhan e Indikator Target Kebutuhan Cat.
Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian | Satuan Dana/ Pagu Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian Satuan Dana/ Pagu Penting
Daerah dan Program/ pale 1 rag Daerah dan Program/Ke Apalg ! rag
Program/ Kegiatan Kinerja Indikatif Program/ giatan Kinerja Indikatif
Kegiatan Kegiatan
Koordinasi Jumlah BAPPELI | 28 dokumen 93,315,000 | Koordinasi Jumlah BAPPELI | 28 dokumen 93,315,000
Penyusunan Dokumen TBANGD Penyusunan Dokumen TBANGD
Dokumen Perencanaa | A Dokumen Perencanaa | A
Perencanaan n Perencanaan n
Pembangunan Pembangun Pembangunan Pembangun
Daerah Bidang an Daerah Daerah Bidang an Daerah
Pemerintahan Bidang Pemerintahan Bidang
(RPJPD, RPIJMD Pemerintah (RPJPD, RPIJMD Pemerintaha
dan RKPD) an dan RKPD) n Dikoordinir
Dikoordinir Penyusunan
Penyusuna nya
nnya (RPJPD,
(RPJPD, RPJMD
RPJMD dan RKPD)
dan RKPD) (10 OPD
(10 OPD dan 18 kec)
dan 18 kec)
Koordinasi Jumlah BAPPELI | 5 dokumen 99,400,000 | Koordinasi Jumlah BAPPELI | 5 dokumen 99,400,000
Penyusunan Dokumen TBANGD Penyusunan Dokumen TBANGD
Dokumen Perencanaa | A Dokumen Perencanaa | A
Perencanaan n Perencanaan n
Pembangunan Pembangun Pembangunan Pembangun
Daerah Bidang an Daerah Daerah Bidang an Daerah
Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang
Manusia (RPJPD, Pembangun Manusia (RPJPD, | Pembangun
RPJMD dan an Manusia RPJMD dan an Manusia
RKPD) yang RKPD) yang
Dikoordinir Dikoordinir
Penyusuna Penyusunan
nnya nya (RPJPD.
(RPJPD. RPJMD dan
RPJMD dan RKPD)
(50PD)
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan/Bidang Urusan/Bidang
Urusan LTl Ul Target Kebutuhan Urusan Ll Gl Target Kebutuhan cat.
Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian | Satuan Dana/ Pagu Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian Satuan Dana/ Pagu Penting
Daerah dan Program/ pale 1 rag Daerah dan Program/Ke Apalg ! rag
Program/ Kegiatan Kinerja Indikatif Program/ giatan Kinerja Indikatif
Kegiatan Kegiatan
RKPD)
(50PD)
Koordinasi Jumlah BAPPELI | 4 laporan 6,234,284,000 | Koordinasi Jumlah BAPPELI | 4 laporan 181,496,000
Pelaksanaan Laporan TBANGD Pelaksanaan Laporan TBANGD
Sinergitas dan Hasil A Sinergitas dan Hasil A
Harmonisasi Sinkronisasi Harmonisasi Sinkronisasi
Perencanaan Renstra/Re Perencanaan Renstra/Ren
Pembangunan nja dengan Pembangunan ja dengan
Daerah Bidang RKPD/RPJ Daerah Bidang RKPD/RPJM
Pembangunan MD pada Pembangunan D pada
Manusia Bidang Manusia Bidang
Pembangun Pembangun
an Manusia an Manusia
Koordinasi Jumlah BAPPELI | 6 dokumen 156,329,000 | Koordinasi Jumlah BAPPELI | 6 dokumen 156,329,000
Perencanaan dokumen TBANGD Perencanaan dokumen TBANGD
Bidang Renja, A Bidang Renja, A
Perekonomian dan | Renstra Perekonomian Renstra dan
SDA (Sumber dan dan SDA (Sumber | Laporan
Daya Alam) Laporan Daya Alam) Kinerja
Kinerja Program
Program Bidang
Bidang Perekonomi
Perekonomi an dan SDA
an dan SDA
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan/Bidang Urusan/Bidang
Uit Indikator Target Kebutuhan e Indikator Target Kebutuhan Cat.
Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian | Satuan Dana/ Pagu Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian Satuan Dana/ Pagu Penting
Daerah dan Program/ pale 1 rag Daerah dan Program/Ke Apalg ! rag
Program/ Kegiatan Kinerja Indikatif Program/ giatan Kinerja Indikatif
Kegiatan Kegiatan
Koordinasi Jumlah BAPPELI | 4 dokumen 71,088,000 | Koordinasi Jumlah BAPPELI | 4 dokumen 71,088,000
Penyusunan Dokumen TBANGD Penyusunan Dokumen TBANGD
Dokumen Perencanaa | A Dokumen Perencanaa | A
Perencanaan n Perencanaan n
Pembangunan Pembangun Pembangunan Pembangun
Daerah Bidang an Daerah Daerah Bidang an Daerah
Perekonomian Bidang Perekonomian Bidang
(RPJPD, RPIJMD Perekonomi (RPJPD, RPIJMD Perekonomi
dan RKPD) an yang dan RKPD) an yang
Dikoordinir Dikoordinir
Penyusuna Penyusunan
nnya nya (RPJPD.
(RPJPD. RPJMD dan
RPJMD dan RKPD) (4
RKPD) (4 OPD)
OPD)
Koordinasi Jumlah BAPPELI | 2 laporan 39,966,000 | Koordinasi Jumlah BAPPELI | 2 laporan 39,966,000
Pelaksanaan Laporan TBANGD Pelaksanaan Laporan TBANGD
Sinergitas dan Hasil A Sinergitas dan Hasil A
Harmonisasi Sinkronisasi Harmonisasi Sinkronisasi
Perencanaan Renstra/Re Perencanaan Renstra/Ren
Pembangunan nja dengan Pembangunan ja dengan
Daerah Bidang RKPD/RPJ Daerah Bidang RKPD/RPJM
Perekonomian MD pada Perekonomian D pada
Bidang Bidang
Perekonomi Perekonomi
an an
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan/Bidang Urusan/Bidang
Urusan LTl Ul Target Kebutuhan Urusan Ll Gl Target Kebutuhan cat.
Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian | Satuan Dana/ Pagu Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian Satuan Dana/ Pagu Penting
Daerah dan Program/ pale 1 rag Daerah dan Program/Ke Apalg ! rag
Program/ Kegiatan Kinerja Indikatif Program/ giatan Kinerja Indikatif
Kegiatan Kegiatan
Koordinasi Jumlah BAPPELI | 2 dokumen 45,275,000 | Koordinasi Jumlah BAPPELI | 2 dokumen 45,275,000
Penyusunan Dokumen TBANGD Penyusunan Dokumen TBANGD
Dokumen Perencanaa | A Dokumen Perencanaa | A
Perencanaan n Perencanaan n
Pembangunan Pembangun Pembangunan Pembangun
Daerah Bidang an Daerah Daerah Bidang an Daerah
SDA (RPJPD, Bidang SDA (RPJPD, Bidang SDA
RPJMD dan SDA yang RPJMD dan yang
RKPD) Dikoordinir RKPD) Dikoordinir
Penyusuna Penyusunan
nnya nya (RPJPD.
(RPJPD. RPJMD dan
RPJMD dan RKPD) (2
RKPD) (2 OPD)
OPD)
Koordinasi Jumlah BAPPELI | 6 dokumen 193,024,000 | Koordinasi Jumlah BAPPELI | 6 dokumen 193,024,000
Perencanaan dokumen TBANGD Perencanaan dokumen TBANGD
Bidang Renja, A Bidang Renja, A
Infrastruktur dan Renstra Infrastruktur dan Renstra dan
Kewilayahan dan Kewilayahan Laporan
Laporan Kinerja
Kinerja Program
Program Bidang
Bidang Infrastruktur
Infrastruktur dan
dan Kewilayahan
Kewilayaha
n
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan/Bidang

Urusan/Bidang

Urusan LTl Ul Target Kebutuhan Urusan Ll Gl Target Kebutuhan cat.
Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian | Satuan Dana/ Pagu Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian Satuan Dana/ Pagu Penting
Daerah dan Program/ pale 1 rag Daerah dan Program/Ke Apalg ! rag
Program/ Kegiatan Kinerja Indikatif Program/ giatan Kinerja Indikatif
Kegiatan Kegiatan
Koordinasi Jumlah BAPPELI | 2 dokumen 71,850,000 | Koordinasi Jumlah BAPPELI | 3 dokumen 71,850,000
Penyusunan Dokumen TBANGD Penyusunan Dokumen TBANGD
Dokumen Perencanaa | A Dokumen Perencanaa | A
Perencanaan n Perencanaan n
Pembangunan Pembangun Pembangunan Pembangun
Daerah Bidang an Daerah Daerah Bidang an Daerah
Infrastruktur Bidang Infrastruktur Bidang
(RPJPD, RPIJMD Infrastruktur (RPJPD, RPIJMD Infrastruktur
dan RKPD) yang dan RKPD) yang
Dikoordinir Dikoordinir
Penyusuna Penyusunan
nnya nya (RPJPD.
(RPJPD. RPJMD dan
RPJMD dan RKPD) (2
RKPD) (2 OPD)
OPD)
Koordinasi Jumlah BAPPELI | 4 dokumen 23,425,000 | Koordinasi Jumlah BAPPELI | 3 dokumen 23,425,000
Penyusunan Dokumen TBANGD Penyusunan Dokumen TBANGD
Dokumen Perencanaa | A Dokumen Perencanaa | A
Perencanaan n Perencanaan n
Pembangunan Pembangun Pembangunan Pembangun
Daerah Bidang an Daerah Daerah Bidang an Daerah
Kewilayahan Bidang Kewilayahan Bidang
(RPJIPD, RPIMD Kewilayaha (RPJIPD, RPIMD Kewilayahan
dan RKPD) n yang dan RKPD) yang
Dikoordinir Dikoordinir
Penyusuna Penyusunan
nnya nya (RPJPD.
(RPJPD. RPJMD dan
RPJMD dan RKPD) (4
RKPD) (4 OPD)
OPD)
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan/Bidang Urusan/Bidang
Urusan LTl Ul Target Kebutuhan Urusan Ll Gl Target Kebutuhan cat.
Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian | Satuan Dana/ Pagu Pemerintahan Kinerja Lokasi Capaian Satuan Dana/ Pagu Penting
Daerah dan Program/ pale 1 rag Daerah dan Program/Ke Apalg ! rag
Program/ Kegiatan Kinerja Indikatif Program/ giatan Kinerja Indikatif
Kegiatan Kegiatan
Koordinasi Jumlah BAPPELI | 2 laporan 97,749,000 | Koordinasi Jumlah BAPPELI | 2 laporan 97,749,000
Pelaksanaan Laporan TBANGD Pelaksanaan Laporan TBANGD
Sinergitas dan Hasil A Sinergitas dan Hasil A
Harmonisasi Sinkronisasi Harmonisasi Sinkronisasi
Perencanaan Renstra/Re Perencanaan Renstra/Ren
Pembangunan nja dengan Pembangunan ja dengan
Daerah Bidang RKPD/RPJ Daerah Bidang RKPD/RPJM
Infrastruktur MD pada Infrastruktur D pada
Bidang Bidang
Infrastruktur Infrastruktur
PENELITIAN DAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PENGEMBANGA
N
PROGRAM Cakupan BAPPELI | 89,71 persen 980,913,000 | PROGRAM Cakupan BAPPELI | 89,71 persen 980,913,000
PENELITIAN DAN | Inovasidan | TBANGD PENELITIAN DAN | Inovasi dan TBANGD
PENGEMBANGAN | Invensi A PENGEMBANGA | Invensiyang | A
DAERAH yang N DAERAH didesiminasi
didesiminas kan
ikan
Pengembangan Jumlah BAPPELI | 70 inovasi 980,913,000 | Pengembangan Jumlah BAPPELI | 70 inovasi 980,913,000
Inovasi dan Inovasi dan | TBANGD Inovasi dan Inovasi dan TBANGD
Teknologi Invensi A Teknologi Invensiyang | A
yang di di Fasilitasi
Fasilitasi
Penelitian, Jumlah BAPPELI | 321 laporan 369,760,000 | Penelitian, Jumlah BAPPELI | 321 laporan 369,760,000
Pengembangan, Dokumen TBANGD Pengembangan, Dokumen TBANGD
dan Perekayasaan | Hasil A dan Hasil A
di Bidang Penelitian, Perekayasaan di Penelitian,
Teknologi dan Pengemban Bidang Teknologi Pengemban
Inovasi gan, dan dan Inovasi gan, dan
Perekayasa Perekayasa
an di an di Bidang
Bidang

Renja Bappelitbangda Tahun 2025 | 70




Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan/Bidang

Urusan/Bidang

Uit Indikator Target Kebutuhan e Indikator Target Kebutuhan Cat.
Pemerintahan Kinerja . : Pemerintahan Kinerja : ; Pentin
Lokasi Capaian Satuan Dana/ Pagu Lokasi Capaian Satuan Dana/ Pagu 9
Daerah dan Program/ S - Daerah dan Program/Ke e A
. Kinerja Indikatif ; Kinerja Indikatif
Program/ Kegiatan Program/ giatan
Kegiatan Kegiatan
Teknologi Teknologi
dan Inovasi dan Inovasi
Sosialisasi dan Jumlah BAPPELI | 2 laporan 611,153,000 | Sosialisasi dan Jumlah BAPPELI | 2 laporan 611,153,000
Diseminasi Hasil- Laporan TBANGD Diseminasi Hasil- | Laporan TBANGD
Hasil Kelitbangan Hasil A Hasil Kelitbangan | Hasil A
Penyelengg Penyelengg
araan araan
Sosialisasi Sosialisasi
dan dan
Diseminasi Diseminasi
Hasil-Hasil Hasil-Hasil
Kelitbangan Kelitbangan

13,700,611,000

7,547,823,000
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu sumber program/kegiatan adalah usulan para pemangku
kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan
sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas
demokratisasi dan desentralisasi. Usulan dimaksud berasal dari kelompok
masyarakat, Lembaga Swadaya masyarakat / LSM, asosiasi-asosiasi,
perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten yang langsung

ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Terhadap usulan-usuan tersebut, dilakukan penelaahan kesesuaian
dengan mempersandingkannya terhadap isu-isu penting penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Terhadap usulan -usulan yang
sesuai diakomodasikan dalam bentuk program/ kegiatan Renja Perangkat
Daerah. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017. Dalam hal ini tidak ada usulan masyarakat yang mengkait

dengan kegiatan Bappelitbangda pada aplikasi SIPD-RI.
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain
didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja

Renstra Perangkat Daerah.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dan sebagai tindak lanjut dengan telah dilantiknya
Joko Widodo dan KH. Makruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden
hasil Pemilu tahun 2019, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional /RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 pada tanggal 27 Januari 2020.

Dokumen perencanaan ini memuat strategi pembangunan nasional,
kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian /
Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan
kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta
kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara
menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang
berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden
Nomor 18 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
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VIS| PRESIDEN

J)

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

MISI

Peningkatan Kualitas Manusia
Indonesia

Struktur Ekonomi yang Produktif,
Mandiri, dan Berdaya Saing

Pembangunan yang Merata dan
Berkeadilan

Mencapai Lingkungan Hidup yang
Berkelanjutan

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan
Kepribadian Bangsa

Penegakan Sistem Hukum yang Bebas
Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan
Memberikan Rasa Aman pada Seluruh
Warga

Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih,
Efektif, dan Terpercaya

Sinergi Pemerintah Daerah dalam
Kerangka Negara Kesatuan

ARAHAN

1

2 |
3 |
4 |

5 |

J)

7 AGENDA PEMBANGUNAN

1.
=

Pembangunan

SDM

Pembangunan
Infrastruktur

3
Penyederhanaan 4.
Regulasi O
ar
Penyederhanaan b e 5
Birokrasi E
6.
(i
Transformasi (&
Ekonomi
7.

o

1l 1
—

Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk  Pertumbuhan  yang
Berkualitas dan Berkeadilan

Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi  Kesenjangan  dan
Menjamin Pemerataan

Meningkatkan ~ Sumber  Daya
Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing

Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan

Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung  Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan Iklim

Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan  Transformasi
Pelayanan Publik

Dari ketujuh Agenda Pembangunan, Bappelitbangda merupakan

perangkat daerah yang mendukung pelaksanaan Agenda ke 7 vyaitu

Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan /

Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Dalam hal ini Negara
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wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta

menegakkan kedaulatan Negara, melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;

2. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan
kebebasan;

3. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola
keamanan siber;

4.  Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan

Industri Pertahanan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi
tantangan perubahan paradigma pencapaian tata pemerintahan yang baik
(good governance) perlu berpacu untuk menangkap adanya peluang yang
timbul dari adanya tantangan tersebut. Dengan semakin meningkatnya
tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih, dan tuntutan mampu menjadi “think thank” dan “engine of
tomorrow” di bidang perencanaan dan Penelitian-Pengembangan daerah,
maka BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga harus terus menerus
melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan.
Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana,
konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja
yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara output dengan
outcome dan dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah
telah tertuang didalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan pembangunan, Visi
yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan
yang diinginkan, adapun Visi jangka menengah RPJMD Kabupaten
Purbalingga 2021-2026 adalah :
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"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk
memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan
7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

a Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif,
bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan
pelayanan secara prima kepada masyarakat;

b Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan
bertaqwa kehadirat Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan
paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan
tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

c Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya
pangan dan papan secara layak;

d Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui
peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;

e Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat
dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam
industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa,
pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada
kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan
penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan
penciptaan lapangan kerja;

f Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan
melalui  optimalisasi ~ penyelenggaraan  pemerintah  desa,
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat desa;

o} Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian
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lingkungan.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten
Purbalingga tersebut, maka Bappelitbangda sebagai salah satu perangkat
daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan
pembangunan daerah dan litbang, memiliki peran penting mendukung
pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Purbalingga selama lima

tahun ke depan.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan
pembangunan daerah dan Litbang, Bappelitbangda secara proaktif
berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan
daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan / kajian pembangunan
daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan
serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan. Tujuan dari perencanaan pembangunan
daerah pada dasarnya adalah merancang keseluruhan proses
pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah
secara berkesinambungan (sustainable) dan terus menerus seiring adanya

tuntunan pembangunan.

Tujuan jangka menengah yang harus dicapai oleh Bappelitbangda
dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2016-— 2021

terutama dalam pencapaian misi pertama, dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
(Specific, Measurable, Acievable, Realistic, Timebound)

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda sebagai
lembaga perencana pembangunan, penelitian dan pengembangan
daerah bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas. Hal ini
mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah
yang berkualitas adalah perencanaan yang rasional, proporsional,

transparan dan akuntabel melalui pengendalian terhadap
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perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kerjasama
daerah serta percepatan pembangunan daerah melalui penyusunan
kebijakan yang berbasis pada hasil rekomendasi penelitian dan
pengembangan yang berkualitas sebagai dasar perencanaan yang
berkualitas (planning by research). Untuk mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang berkualitas ditandai dengan

Meningkatnya Untuk Mewujudkan perencanaan pembangunan

daerah yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya nilai AKIP

komponen perencanaan.

Dalam mencapai keberhasilan tujuan jangka menengah
Bappelitbangda periode 2021-2026 didukung oleh 2 (dua) sasaran
strategi Bappelitbangda yaitu:

1) Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan
Keselarasan dokumen perencanaan ditandai dengan tingkat
keselarasan Program RKPD dengan RPJMD. RKPD disusun
sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 (lima)
tahun yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan program tahunan
yang ada didalam RPJMD.

2) Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan
Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Dalam menciptakan
kinerja pemerintahan yang baik (good governance) keberadaan
litbang dalam susunan organisasi pemerintahan memiliki peran
yang sangat strategis, sebagai “think thank” harus mampu
menjawab permasalahan dan memberikan solusi yang konkrit
bagi pembangunan daerah.

3) Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda
Kualitas kelembagaan Bappelitbangda ditandai dengan
meningkatnya nilai Sakip Bappelitbangda. Penilaian Sakip
Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai
Tim Penilai Sakip di Tingkat Kabupaten. Sakip mempunyai

peran strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan
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pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan

serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi

dalam mendisain program dan kegiatan.

Berdasarkan rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 bahwa setiap Perangkat
Daerah untuk melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan
dengan memastikan tujuan dan sasaran strategis dikawal telah berorientasi
hasil atau berdampak langsung terhadap masyarakat dan memiliki kualitas
indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable,
Achievable, Relevant and Time-Bound) serta memenuhi unsur cukup
dalam mengawal kinerja. Sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut,
Bappelitbangda menambahkan 1 indikator tujuan dalam mengawal kinerja
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam
mendukung nilai SAKIP Bappelitbangda.

Tujuan dan Sasaran serta indikator target Bappelitbangda tahun
2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel lll.1.
Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Tahun 2025
INDIKATOR TARGET
TUJUAN SASARAN SASARAN 2025 SATUAN
Mewujudkan Skor Perencanaan 24 ANGKA
perencanaan
pembangunan
daerah yang
berkualitas
Meningkatnya Tingkat 98,73 PERSEN
Keselarasan Keselarasan
Dokumen Program RKPD
Perencanaan dengan RPIJMD
Meningkatnya Peran | Presentase 100 PERSEN
Kelitbangan Dalam | Pemanfaatan Hasil
Pembangunan Kelitbangan
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Meningkatnya Nilai Kematangan 50 ANGKA
Kualitas Bappelitbangda
Kelembagaan
Bappelitbangda
Meningkatnya Nilai SAKIP 79 ANGKA

Implementasi
Akuntabilitas Kinerja
Bappelitbangda

Bappelitbangda

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda dengan
dukungan perangkat daerah lain serta masyarakat guna mencapai sasaran
dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa
kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur.
Program, Kegiatan dan sub kegiatan Bappelitbangda tahun 2025 dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 111.2.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2025
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kineria Target
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatJan Capaian Satuan Pagu Indikatif
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kinerja
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
5.01 PERENCANAAN
5.01.01. PROGRAM PENUNJANG - Persentase ketersediaan laporan 100 persen 5.271.555.000
URUSAN PEMERINTAH capaian kinerja 100 Persen
DAERAH - Prosetase temuan pengelolaan 100 Persen
anggaran yang ditindak lanjuti 100 Persen
- Persentase Ketersediaan layanan 100 Persen
kepegawaian, administrasi umum 100 persen
dan jasa penunjang urusan
pemerintahan daerah
- Presentase Pengelolaan
Admimistrasi Aset Milik Daerah
Sesuai Ketentuan
- Persentase pengadaan barang
milik daerah
- Persentase pemeliharaan barang
milik daerah
5.01.01.201 Perencanaan, Penganggaran, dan - Dokumen Perencanaan dan 100 persen 8.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat pelaporan yang diserahkan tepat
Daerah waktu sesuai ketentuan
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Urusan/Bidang Urusan Indikator Kineria Target
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Ke iatjan Capaian Satuan Pagu Indikatif
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 9 9 Kinerja
5.01.01.201.000 | Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 2 dokumen 5.000.000
1 Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
5.01.01.201.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 6 Laporan 3.000.000
7 Daerah Perangkat Daerah
5.01.01.202 Administrasi Keuangan Perangkat | Prosetase temuan pengelolaan 100 Persen 4.427.908.000
Daerah anggaran yang ditindaklanjuti
5.01.01.202.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 29 Orang/bul 4.167.508.000
1 ASN dan Tunjangan ASN an
5.01.01.202.000 | Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 192 Dokumen 220.000.000
2 Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN
5.01.01.202.000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 600 dokumen 40.400.000
4 Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5.01.01.203 Administrasi Barang Milik Daerah Laporan BMD yang di serahkan 100 persen 5.200.000
pada perangkat daerah tepat waktu sesuai ketentuan
5.01.01.203.000 | Penatausahaan barang milik Jumlah Laporan Penatausahaan 4 laporan 5.200.000
6 daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD
5.01.01.205 Administrasi Kepegawaian Jumlah ASN yang meningkat 43 orang 75.000.000
Perangkat Daerah Kompetensinya
5.01.01.205.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas | 11 orang 15.000.000
9 Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
5.01.01.205.001 | Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Orang yang Mengikuti 43 orang 60,000,000
1 Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
5.01.01.206 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya administrasi umum 12 bulan 64.962.000
Daerah penunjang operasional kantor
5.01.01.206.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi 10 paket 8.800.000
1 Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
5.01.01.206.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor | 10 paket 24.800.000
4 yang disediakan
5.01.01.206.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 12 dokumen 996.000
6 Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-Undangan
yang Disediakan
5.01.01.206.000 | Penyediaan Fasilitasi Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan | 12 Laporan 10.500.000
8 Tamu
5.01.01.206.000 | Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan 12 laporan 11.466.000
9 Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
5.01.01.206.001 | Dukungan pelaksanaan sistem Jumlah Dokumen Dukungan 24 dokumen 8.400.000
1 pemerintahan berbasis elektronik Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD
5.01.01.207 Pengadaan Barang Milik Daerah Tersedianya barang milik daerah - buah -
Penunjang Urusan Pemerintah penunjang urusan pemerintah
Daerah daerah
5.01.01.207.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin = unit =
6 Lainnya Lainnya yang Disediakan
5.01.01.208 Penyediaan Jasa Penunjang Tersedianya Jasa Penunjang Urusan | 12 bulan 406.318.000

Urusan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah

Renja Bappelitbangda Tahun 2025 | 81




Urusan/Bidang Urusan Indikator Kineria Target
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Ke iatjan Capaian Satuan Pagu Indikatif
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 9 9 Kinerja
5.01.01.208.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 laporan 630.000
1 Surat Menyurat
5.01.01.208.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 laporan 70.640.000
2 Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
5.01.01.208.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2 laporan 10.622.000
3 Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
5.01.01.208.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 15 laporan 324.426.000
4 Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
5.01.01.209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Terpeliharanya Barang milik daerah 12 bulan 284.167.000
Penunjang Urusan Pemerintahan penunjang urusan pemerintahan
Daerah daerah
5.01.01.209.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas 29 unit 254.167.000
2 Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Operasional atau Lapangan yang
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan Perizinannya
5.01.01.209.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | 10 unit 10.000.000
6 Mesin Lainnya yang Dipelihara
5.01.01.209.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung | Jumlah Gedung Kantor dan 1 unit 20.000.000
9 Kantor dan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, - Tingkat ketepatan waktu dan 100 persen 571.791.000
PENGENDALIAN DAN EVALUASI | kesesuaian prosedur Dokumen 82.96 persen
PEMBANGUNAN DAERAH perencanaan 100 persen
- Tingkat keterisian data IKK, SDGs,
indikator program
- Presentase ketersediaan dokumen
evaluasi dan pelaporan triwulanan
tepat waktu
5.01.02.201 Penyusunan Perencanaan dan Persentase dokumen perencanaan 100 persen 467.500.000
Pendanaan pembangunan yang disusun sesuai
dengan ketentuan
5.01.02.201.000 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Jumlah Telaahan Dokumen 284 dokumen 27.880.000
2 Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah dengan Dokumen
Kebijakan Lainnya
5.01.02.201.000 | Pelaksanaan Musrenbang Jumlah Berita Acara Musrenbang 5 berita 199.500.000
5 Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota acara
5.01.02.201.000 | Koordinasi Penyusunan dan Jumlah Dokumen Perencanaan 8 dokumen 240.120.000
7 Penetapan Dokumen Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
Daerah Kabupaten/Kota (RPIJPD/RPJIJMD/RKPD)
5.01.02.202 Analisis Data dan Informasi Persentase dokumen analisa data 100 persen 28.025.000

Pemerintahan Daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan
Daerah

pembangunan yang disusun sesuai
dengan ketentuan
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Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Capaian Satuan Pagu Indikatif
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kinerja
5.01.02.202.000 | Analisis Data dan Informasi Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data | 1 Dokumen 28.025.000
1 Perencanaan Pembangunan untuk Penyusunan Kebijakan
Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Semua Perencanaan
Pembangunan Daerah)
5.01.02.203 Pengendalian, Evaluasi dan persentase dokumen evaluasi OPD 100 persen 76.266.000
Pelaporan Bidang Perencanaan yang disusun
Pembangunan Daerah
5.01.02.203.000 | Koordinasi Pengendalian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 2 laporan 22.535.000
1 Perencanaan dan Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah di Pembangunan
Kabupaten/Kota
5.01.02.203.000 | Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 4 laporan 53.731.000
3 Penyusunan Laporan Berkala Kinerja Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Pembangunan
Daerah
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN - Persentase keselarasan program 100 persen 723.564.000
SINKRONISASI PERENCANAAN Renstra dengan RPIJMD dan 100 persen
PEMBANGUNAN DAERAH program Renja dengan RKPD 100 persen
bidang Pemerintahan dan
pembangunan manusia
- Persentase keselarasan program
Renstra dengan RPJMD dan
program Renja dengan RKPD
bidang Ekonomi
- Persentase keselarasan program
Renstra dengan RPIJMD dan
program Renja dengan RKPD
bidang infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
5.01.03.201 Koordinasi Perencanaan Bidang Jumlah dokumen Renja, Renstra 34 dokumen 374.211.000
Pemerintahan dan Pembangunan dan Laporan Kinerja Program
Manusia Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
5.01.03.201.000 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 28 dokumen 93.315.000
1 Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Bidang
Daerah Bidang Pemerintahan Pemerintahan Dikoordinir
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Penyusunannya (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) (10 OPD dan 18 kec)
5.01.03.201.000 | Koordinasi Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan 5 dokumen 99.400.000
5 Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Bidang
Daerah Bidang Pembangunan Pembangunan Manusia yang
Manusia (RPJPD, RPJMD dan Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.
RKPD) RPJMD dan RKPD) (50PD)
5.01.03.201.000 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 4 laporan 181.496,000
8 dan Harmonisasi Perencanaan Renstra/Renja dengan
Pembangunan Daerah Bidang RKPD/RPJMD pada Bidang
Pembangunan Manusia Pembangunan Manusia
5.01.03.202 Koordinasi Perencanaan Bidang Jumlah dokumen Renja, Renstra 6 dokumen 156.329.000

Perekonomian dan SDA (Sumber
Daya Alam)

dan Laporan Kinerja Program
Bidang Perekonomian dan SDA
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Urusan/Bidang Urusan Indikator Kineria Target
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Ke iatjan Capaian Satuan Pagu Indikatif
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 9 9 Kinerja
5.01.03.202.000 | Koordinasi Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan 4 dokumen 71.088.000
1 Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Bidang
Daerah Bidang Perekonomian Perekonomian yang Dikoordinir
(RPJPD, RPIJMD dan RKPD) Penyusunannya (RPJPD. RPJMD
dan RKPD) (4 OPD)
5.01.03.202.000 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 2 laporan 39.966.000
4 dan Harmonisasi Perencanaan Renstra/Renja dengan
Pembangunan Daerah Bidang RKPD/RPJMD pada Bidang
Perekonomian Perekonomian
5.01.03.202.000 | Koordinasi Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan 2 dokumen 45.275.000
5 Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Daerah Bidang SDA (RPJPD, yang Dikoordinir Penyusunannya
RPJMD dan RKPD) (RPJPD. RPIMD dan RKPD) (2
OPD)
5.01.03.203 Koordinasi Perencanaan Bidang Jumlah dokumen Renja, Renstra 6 dokumen 193.024.000
Infrastruktur dan Kewilayahan dan Laporan Kinerja Program
Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan
5.01.03.203.000 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 3 dokumen 71.850.000
1 Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Bidang
Daerah Bidang Infrastruktur Infrastruktur yang Dikoordinir
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Penyusunannya (RPJPD. RPJMD
dan RKPD) (2 OPD)
5.01.03.203.000 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 2 laporan 23.425.000
4 dan Harmonisasi Perencanaan Renstra/Renja dengan
Pembangunan Daerah Bidang RKPD/RPJMD pada Bidang
Infrastruktur Infrastruktur
5.01.03.203.000 | Koordinasi Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan 3 dokumen 97.749.000
5 Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Bidang
Daerah Bidang Kewilayahan Kewilayahan yang Dikoordinir
(RPJPD, RPIJMD dan RKPD) Penyusunannya (RPJPD. RPJMD
dan RKPD) (4 OPD)
5.05 PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN Cakupan Inovasi dan Invensi yang 89,71 persen 980.913.000
PENGEMBANGAN DAERAH didesiminasikan
5.05.02.204 Pengembangan Inovasi dan Jumlah Inovasi dan Invensi yang di 70 inovasi 980.913.000
Teknologi Fasilitasi
5.05.02.204.000 | Penelitian, Pengembangan, dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, 321 laporan 369,760,000
1 Perekayasaan di Bidang Teknologi | Pengembangan, dan Perekayasaan
dan Inovasi di Bidang Teknologi dan Inovasi
5.05.02.204.000 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Jumlah Laporan Hasil 2 laporan 611.153.000

4

Hasil Kelitbangan

Penyelenggaraan Sosialisasi dan
Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

TOTAL

7.547.823.000
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025
merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam
menyusun rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator
kinerja serta pagu indikatif Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun
2025 dan prakiraan maju tahun 2026 yang mendasari pada kepmendagri
nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dapat di lihat pada tabel 4.1,

sebagai berikut:
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Tabel IV.1.

Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Prakiraan Maju Rencana

Kode Sasaran Urusan/Bidang Urusan dik o Rencana Tahun 2025 Tahun 2026
= IKeqi P intahan D h Indikator Kinerja Catatan
rogram/Kegiatan emerintahan Daera Program/Kegiatan Target Kebutuhan Sumber . Target Kebutuhan
/Sub Kegiatan dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian | Satuan Dana / Pagu Dana Penting | capaian Dana / Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
5 UNSUR PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
5.01 PERENCANAAN
Pengelolaan PROGRAM - Persentase BAPPELITB 100 persen 5.271.555.000 DAU 100 5.301.555.000
Penunjang PENUNJANG ketersediaan ANGDA 100 Persen 100
Urusan URUSAN laporan capaian 100 Persen 100
Pemerintah PEMERINTAH kinerja 100 Persen 100
Daerah DAERAH - Prosetase 100 Persen 100
temuan 100 persen 100
pengelolaan

anggaran yang
ditindak lanjuti

- Persentase
Ketersediaan
layanan
kepegawaian,
administrasi umum
dan jasa
penunjang urusan
pemerintahan
daerah

- Presentase
Pengelolaan
Admimistrasi Aset
Milik Daerah
Sesuai Ketentuan
- Persentase
pengadaan barang
milik daerah

- Persentase
pemeliharaan
barang milik
daerah
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Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana

Sasaran Urusan/Bidang Urusan . . Tahun 2026
Kode . X Indikator Kinerja Catat
Program/Kegiatan | Pemerintahan Daerah | o - - Target Kebutuhan Sumber atatan Target Kebutuhan
; ) gram/Kegiatan . . Pentin ;
/Sub Kegiatan dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian | Satuan Dana / Pagu Dana 9 Capaian Dana / Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
5.01.01.201 Tersedianya Perencanaan, Dokumen BAPPELITB 100 persen 8.000.000 100 8.000.000
dokumen Penganggaran, dan Perencanaan dan ANGDA
perencanaan dan | Evaluasi Kinerja pelaporan yang
pelaporan Perangkat Daerah diserahkan tepat
perangkat daerah waktu sesuai
ketentuan
5.01.01.201.01 | Tersusunnya Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen BAPPELITB 2 dokumen 5.000.000 2 5.000.000
Dokumen Perencanaan Perencanaan ANGDA
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Perangkat
Daerah
5.01.01.201.07 | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan BAPPELITB 6 Laporan 3.000.000 3.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja ANGDA
Perangkat Perangkat Daerah
Daerah
5.01.01.202 Pengelolaan Administrasi Keuangan | Prosetase temuan BAPPELITB 100 Persen 4.427.908.000 100 4.427.908.000
administrasi Perangkat Daerah pengelolaan ANGDA
keuangan anggaran yang
perangkat daerah ditindaklanjuti
5.01.01.202.01 | Tersedianya Gaji | Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang BAPPELITB 29 Orang/ 4.167.508.000 31 4.167.508.000
dan Tunjangan Tunjangan ASN yang Menerima ANGDA bulan
ASN Gaji dan
Tunjangan ASN
5.01.01.202.02 | Tersedianya Penyediaan Jumlah Dokumen BAPPELITB 210 dokumen 220.000.000 220.000.000
Administrasi Administrasi Hasil Penyediaan ANGDA
Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas Administrasi
Tugas ASN ASN Pelaksanaan
Tugas ASN
5.01.01.202.04 | Terlaksananya Koordinasi dan Jumlah Dokumen BAPPELITB 600 dokumen 40.400.000 3 40.400.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Koordinasi dan ANGDA
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
5.01.01.203 Terlaksananya Administrasi Barang Laporan BMD BAPPELITB 100 persen 5.200.000 100 5.200.000
Administrasi Milik Daerah pada yang di serahkan ANGDA
Barang Milik perangkat daerah tepat waktu sesuai
Daerah sesuai ketentuan
ketentuan
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Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana

Sasaran Urusan/Bidang Urusan . . Tahun 2026
Kode . X Indikator Kinerja Catat
Program/Kegiatan | Pemerintahan Daerah | o - - Target Kebutuhan Sumber atatan Target Kebutuhan
; ) gram/Kegiatan . . Pentin ;
/Sub Kegiatan dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian | Satuan Dana / Pagu Dana 9 Capaian Dana / Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
5.01.01.203.06 | Terlaksananya Penatausahaan barang | Jumlah Laporan BAPPELITB 4 laporan 5.200.000 2 5.200.000
Penatausahaan milik daerah pada Penatausahaan ANGDA
Barang Milik SKPD Barang Milik
Daerah pada Daerah pada
SKPD SKPD
5.01.01.205 Meningkatnya Administrasi Jumlah ASN yang BAPPELITB 43 orang 75.000.000 11 145.000.000
pemahaman ASN | Kepegawaian meningkat ANGDA
sesuai dengan Perangkat Daerah Kompetensinya
tugas fungsinya
5.01.01.205.09 | Terlaksananya Pendidikan dan Jumlah Pegawai BAPPELITB 11 orang 15.000.000 11 15.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan ANGDA
Pelatihan Berdasarkan Tugas Tugas dan Fungsi
Pegawai dan Fungsi yang Mengikuti
Berdasarkan Pendidikan dan
Tugas dan Fungsi Pelatihan
5.01.01.205.11 | Terlaksananya Bimbingan Teknis Jumlah Orang BAPPELITB 42 orang 60.000.000 43 130.000.000
Bimbingan Implementasi yang Mengikuti ANGDA
Teknis Peraturan Perundang- Bimbingan Teknis
Implementasi Undangan Implementasi
Peraturan Peraturan
Perundang- Perundang-
Undangan Undangan
5.01.01.206 Terlaksananya Administrasi Umum Terlaksananya BAPPELITB 12 bulan 64.962.000 12 64.962.000
Administrasi Perangkat Daerah administrasi umum ANGDA
Umum Perangkat penunjang
Daerah operasional kantor
5.01.01.206.01 | Tersedianya Penyediaan Komponen | Jumlah Paket BAPPELITB 10 paket 8.800.000 10 8.800.000
Komponen Instalasi Komponen ANGDA
Instalasi Listrik/Penerangan Instalasi
Listrik/Peneranga | Bangunan Kantor Listrik/Penerangan
n Bangunan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
5.01.01.206.04 | Tersedianya Penyediaan Bahan Jumlah Paket BAPPELITB 10 paket 24.800.000 12 24.800.000
Bahan Logistik Logistik Kantor Bahan Logistik ANGDA
Kantor
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Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana

Kode Sasaran Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Tahun 2026
Program/Kegiatan | Pemerintahan Daerah | : Target Kebutuhan Sumber | Catatan Target Kebutuhan
; ) gram/Kegiatan . . Pentin ;
/Sub Kegiatan dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian | Satuan Dana / Pagu Dana 9 Capaian Dana / Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
Kantor yang
disediakan
5.01.01.206.06 | Tersedianya Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen BAPPELITB 12 dokumen 996.000 24 996.000
Bahan Bacaan Bacaan dan Peraturan Bahan Bacaan ANGDA
dan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan
Perundang- Perundang-
undangan Undangan yang
Disediakan
5.01.01.206.08 | Terlaksananya Penyediaan Fasilitasi Jumlah Laporan BAPPELITB 12 laporan 10.500.000 12 10.500.000
Fasilitasi Tamu Fasilitasi ANGDA
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
5.01.01.206.09 | Terlaksananya Penyelenggaraan Jumlah Laporan BAPPELITB 12 laporan 11.466.000 12 11.466.000
Penyelenggaraan | Rapat Koordinasi dan Penyelenggaraan ANGDA
Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi
dan Konsultasi dan Konsultasi
SKPD SKPD
5.01.01.206.11 | Terlaksananya Dukungan Jumlah Dokumen BAPPELITB 12 dokumen 8.400.000 12 8.400.000
Dukungan pelaksanaan sistem Dukungan ANGDA
Pelaksanaan pemerintahan berbasis | Pelaksanaan
Sistem elektronik pada SKPD Sistem
Pemerintahan Pemerintahan
Berbasis Berbasis
Elektronik pada Elektronik pada
SKPD SKPD
5.01.01.207 Tersedianya Pengadaan Barang Tersedianya BAPPELITB - buah - -
barang milik Milik Daerah barang milik ANGDA -
daerah Penunjang Urusan daerah penunjang
penunjang urusan | Pemerintah Daerah urusan pemerintah
pemerintah daerah
daerah
5.01.01.207.02 | Tersedianya Pengadaan Kendaraan | Jumlah Unit BAPPELITB - unit - -
Kendaraan Dinas | Dinas Operasional Kendaraan Dinas ANGDA -

Operasional atau
Lapangan

atau Lapangan

Operasional atau
Lapangan yang
disediakan
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Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana

Kode Sasaran Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Tahun 2026
Program/Kegiatan | Pemerintahan Daerah | : Target Kebutuhan Sumber | Catatan Target Kebutuhan
; ) gram/Kegiatan . . Pentin ;
/Sub Kegiatan dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian | Satuan Dana / Pagu Dana 9 Capaian Dana / Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
5.01.01.207.06 | Tersedianya Pengadaan Peralatan Jumlah Unit BAPPELITB - unit - -
Peralatan dan dan Mesin Lainnya Peralatan dan ANGDA -
Mesin Lainnya Mesin Lainnya
yang Disediakan
5.01.01.208 Tersedianya Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa BAPPELITB 12 bulan 406.318.000 12 406.318.000
Jasa Penunjang Penunjang Urusan Penunjang Urusan ANGDA
Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan
Pemerintahan Daerah
Daerah
5.01.01.208.01 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat | Jumlah Laporan BAPPELITB 12 laporan 630.000 12 630.000
Penyediaan Jasa | Menyurat Penyediaan Jasa ANGDA
Surat Menyurat Surat Menyurat
5.01.01.208.02 | Tersedianya Penyediaan Jasa Jumlah Laporan BAPPELITB 12 laporan 70.640.000 12 70.640.000
Jasa Komunikasi, | Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa ANGDA
Sumber Daya Air Daya Air dan Listrik Komunikasi,
dan Listrik Sumber Daya Air
dan Listrik yang
Disediakan
5.01.01.208.03 | Tersedianya Penyediaan Jasa Jumlah Laporan BAPPELITB 2 laporan 10.622.000 12 10.622.000
Jasa Peralatan Peralatan dan Penyediaan Jasa ANGDA
dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan
Perlengkapan Perlengkapan
Kantor Kantor yang
Disediakan
5.01.01.208.04 | Tersedianya Penyediaan Jasa Jumlah Laporan BAPPELITB 14 laporan 324.426.000 15 324.426.000
Jasa Pelayanan Pelayanan Umum Penyediaan Jasa ANGDA
Umum Kantor Kantor Pelayanan Umum
Kantor yang
Disediakan
5.01.01.209 Terlaksananya Pemeliharaan Barang Terpeliharanya BAPPELITB 12 bulan 284.167.000 12 244.167.000
Pemeliharaan Milik Daerah Barang milik ANGDA
Barang Milik Penunjang Urusan daerah penunjang
Daerah Pemerintahan Daerah urusan
Penunjang pemerintahan
Urusan daerah
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Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana

Kode Sasaran Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Tahun 2026
Program/Kegiatan | Pemerintahan Daerah | : Target Kebutuhan Sumber | Catatan Target Kebutuhan
; ) gram/Kegiatan . . Pentin ;
/Sub Kegiatan dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian | Satuan Dana / Pagu Dana 9 Capaian Dana / Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif

Pemerintahan
Daerah

5.01.01.209.02 | Tersedianya Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan BAPPELITB 29 unit 254.167.000 29 214.167.000
Jasa Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional ANGDA
Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak, atau Lapangan
Biaya dan Perizinan yang Dipelihara
Pemeliharaan, Kendaraan Dinas dan dibayarkan
Pajak dan Operasional atau Pajak dan
Perizinan Lapangan Perizinannya
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

5.01.01.209.06 | Terlaksananya Pemeliharaan Jumlah Peralatan BAPPELITB 10 unit 10.000.000 10 10.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Mesin Lainnya ANGDA
Peralatan dan Lainnya yang Dipelihara
mesin Lainnya

5.01.01.209.09 | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilit | Jumlah Gedung BAPPELITB 1 unit 20.000.000 1 20.000.000
Pemeliharaan/Re | asi Gedung Kantor dan | Kantor dan ANGDA
habilitasi Gedung | Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
Kantor dan yang
Bangunan Dipelihara/Direhabi
Lainnya litasi

5.01.02 - Tingkat PROGRAM - Tingkat BAPPELITB 100 persen 571.791.000 100 571.791.000
ketersediaan PERENCANAAN, ketepatan waktu ANGDA 82.96 persen 84.21
dokumen PENGENDALIAN DAN | dan kesesuaian 100 persen 100
perencanaan EVALUASI prosedur Dokumen
pembangunan PEMBANGUNAN perencanaan
daerah DAERAH - Tingkat
- Tingkat keterisian data
ketersediaan data IKK, SDGs,
evaluasi indikator program
pembangunan - Presentase
daerah ketersediaan
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Prakiraan Maju Rencana

Sasaran Urusan/Bidang Urusan . L Rencana Tahun 2025 Tahun 2026
Kode . X Indikator Kinerja Catat
Program/Kegiatan | Pemerintahan Daerah | o - - Target Kebutuhan Sumber atatan Target Kebutuhan
X ) gram/Kegiatan . . Pentin ;
/Sub Kegiatan dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian | Satuan Dana / Pagu Dana 9 Capaian Dana / Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
dokumen evaluasi
dan pelaporan
triwulanan tepat
waktu
5.01.02.201 Ketersediaan Penyusunan Persentase BAPPELITB 100 persen 467.500.000 100 467.500.000
dokumen Perencanaan dan dokumen ANGDA
perencanaan Pendanaan perencanaan
pembangunan pembangunan
yang disusun
sesuai dengan
ketentuan
5.01.02.201.02 Sinkronnya Koordinasi Penelaahan | Jumlah Telaahan BAPPELITB 284 dokumen 27.880.000 284 27.880.000
Dokumen Dokumen Dokumen ANGDA
Perencanaan Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Pembangunan Daerah Pembangunan
Daerah dengan dengan Dokumen Daerah
Dokumen Kebijakan Lainnya
Kebijakan Lain
5.01.02.201.05 | Terlaksananya Pelaksanaan Jumlah Berita BAPPELITB 2 berita 199.500.000 199.500.000
Musrenbang Musrenbang Acara Musrenbang ANGDA acara
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
5.01.02.201.07 Ditetapkannya Koordinasi Jumlah Dokumen BAPPELITB 4 dokumen 240.120.000 240.120.000
Dokumen Penyusunan dan Perencanaan ANGDA
Perencanaan Penetapan Dokumen Pembangunan
Pembangunan Perencanaan Daerah
Daerah Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
(RPJPD/RPIMD/R
KPD)
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Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana

Sasaran Urusan/Bidang Urusan . . Tahun 2026
Kode . X Indikator Kinerja Catat
Program/Kegiatan | Pemerintahan Daerah | o - - Target Kebutuhan Sumber atatan Target Kebutuhan
; ) gram/Kegiatan . . Pentin ;
/Sub Kegiatan dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian | Satuan Dana / Pagu Dana 9 Capaian Dana / Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
5.01.02.202 Ketersediaan Analisis Data dan Persentase BAPPELITB 100 persen 28.025.000 100 28.025.000
dokumen analisa Informasi dokumen analisa ANGDA
data dan Pemerintahan Daerah data
informasi sesuai Bidang Perencanaan pembangunan
ketentuan Pembangunan Daerah | yang disusun
sesuai dengan
ketentuan
5.01.02.202.01 | Terinputnya Analisis Data dan Jumlah Dokumen BAPPELITB 1 dokumen 28.025.000 3 28.025.000
Analisis Data dan | Informasi Perencanaan | Hasil Analisis Data ANGDA
Informasi untuk Pembangunan Daerah | untuk Penyusunan
Perencanaan Kebijakan
Pembangunan Perencanaan
Daerah Pembangunan
Daerah (Semua
Perencanaan
Pembangunan
Daerah)
5.01.02.203 ketersediaan Pengendalian, persentase BAPPELITB 100 persen 76.266.000 100 76.266.000
dokumen evaluasi | Evaluasi dan dokumen evaluasi ANGDA
OPD Pelaporan Bidang OPD yang disusun
Perencanaan
Pembangunan Daerah
5.01.02.203.01 | Terlaksananya Koordinasi Jumlah Laporan BAPPELITB 2 laporan 22.535.000 2 22.535.000
Pengendalian Pengendalian Hasil ANGDA
Perencanaan dan | Perencanaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Pelaksanaan Perencanaan dan
Pembangunan Pembangunan Daerah Pelaksanaan
Daerah di di Kabupaten/Kota Pembangunan
Kabupaten/Kota
5.01.02.203.03 | Tersusunnya Monitoring, Evaluasi Jumlah Laporan BAPPELITB 4 laporan 53.731.000 4 53.731.000
Laporan Hasil dan Penyusunan Hasil Evaluasi ANGDA
Monitoring dan Laporan Berkala Kinerja
Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan
Pelaksanaan Pembangunan Daerah Daerah
Pembangunan
Daerah
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Prakiraan Maju Rencana

Kode Sasaran Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Tahun 2026
Program/Kegiatan | Pemerintahan Daerah | : Target Kebutuhan Sumber | Catatan Target Kebutuhan
; ) gram/Kegiatan . . Pentin ;
/Sub Kegiatan dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian | Satuan Dana / Pagu Dana 9 Capaian Dana / Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
5.01.03 - Meningkatnya PROGRAM - Persentase BAPPELITB 100 persen 723.564.000 100 623.564.000
kualitas dokumen | KOORDINASI DAN keselarasan ANGDA 100 persen 100
perencanaan SINKRONISASI program Renstra 100 persen 100
perangkat daerah | PERENCANAAN dengan RPJMD
mitra kerja bidang | PEMBANGUNAN dan program
pemerintahan DAERAH Renja dengan
dan RKPD bidang
pembangunan Pemerintahan dan
manusia pembangunan
- Meningkatnya manusia
kualitas dokumen - Persentase
perencanaan keselarasan
perangkat daerah program Renstra
mitra kerja bidang dengan RPIJMD
ekonomi dan program
- Meningkatnya Renja dengan
kualitas dokumen RKPD bidang
perencanaan Ekonomi
perangkat daerah - Persentase
mitra kerja bidang keselarasan
Infrastruktur dan program Renstra
Pengembangan dengan RPJMD
Wilayah dan program
Renja dengan
RKPD bidang
infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah
5.01.03.201 OPD yang Koordinasi Jumlah dokumen BAPPELITB 34 dokumen 374.211.000 24 274.211.000
difasilitasi dalam Perencanaan Bidang Renja, Renstra ANGDA
penyusunan Pemerintahan dan dan Laporan
Renja, Renstra Pembangunan Kinerja Program
dan Laporan Manusia Bidang
Kinerja Program Pemerintahan dan
bidang Pembangunan
pemerintahan Manusia
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Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana

Sasaran Urusan/Bidang Urusan . . Tahun 2026
Kode . X Indikator Kinerja Catat
Program/Kegiatan | Pemerintahan Daerah | o - - Target Kebutuhan Sumber atatan Target Kebutuhan
; ) gram/Kegiatan . . Pentin ;
/Sub Kegiatan dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian | Satuan Dana / Pagu Dana 9 Capaian Dana / Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif

dan
pembangunan
manusia

5.01.03.201.01 | Tersusunnya Koordinasi Jumlah Dokumen BAPPELITB 28 dokumen 93.315.000 28 93.315.000
Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan ANGDA
Perencanaan Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Pembangunan Daerah Daerah Bidang
Daerah Bidang Bidang Pemerintahan Pemerintahan
Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan Dikoordinir
(RPJPD, RPIJMD RKPD) Penyusunannya
dan RKPD) (RPJPD, RPIMD

dan RKPD)

5.01.03.201.05 | Terkordinirnya Koordinasi Jumlah Dokumen BAPPELITB 5 dokumen 99.400.000 6 99.400.000
Penyusunan Penyusunan Dokumen | Perencanaan ANGDA
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Bidang
Pembangunan Bidang Pembangunan Pembangunan
Daerah Bidang Manusia (RPJPD, Manusia yang
Pembangunan RPJMD dan RKPD) Dikoordinir
Manusia (RPJPD. Penyusunannya
RPJMD dan (RPJPD. RPJMD
RKPD) dan RKPD)

5.01.03.201.08 Sinkronnya Koordinasi Jumlah Laporan BAPPELITB 4 laporan 181.496.000 4 81.496.000
Renstra/Renja Pelaksanaan Hasil Sinkronisasi ANGDA
dengan Sinergitas dan Renstra/Renja
RKPD/RPJMD Harmonisasi dengan
pada Bidang Perencanaan RKPD/RPJIJMD
Pembangunan Pembangunan Daerah | pada Bidang
Manusia Bidang Pembangunan Pembangunan

Manusia Manusia
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Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana

Kode Sasaran Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Tahun 2026
Program/Kegiatan | Pemerintahan Daerah | : Target Kebutuhan Sumber | Catatan Target Kebutuhan
; ) gram/Kegiatan . . Pentin ;
/Sub Kegiatan dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian | Satuan Dana / Pagu Dana 9 Capaian Dana / Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
5.01.03.202 OPD yang Koordinasi Jumlah dokumen BAPPELITB 6 dokumen 156.329.000 6 156.329.000
difasilitasi dalam Perencanaan Bidang Renja, Renstra ANGDA
penyusunan Perekonomian dan dan Laporan
Renja, Renstra SDA (Sumber Daya Kinerja Program
dan Laporan Alam) Bidang
Kinerja Program Perekonomian dan
bidang SDA
perekonomian
dan SDA
5.01.03.202.01 | Terkordinirnya Koordinasi Jumlah Dokumen BAPPELITB 4 dokumen 71.088.000 4 71.088.000
Penyusunan Penyusunan Dokumen Perencanaan ANGDA
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Bidang
Pembangunan Bidang Perekonomian Perekonomian
Daerah Bidang (RPJPD, RPJMD dan yang Dikoordinir
Perekonomian RKPD) Penyusunannya
(RPJPD. RPJMD (RPJPD. RPJMD
dan RKPD) dan RKPD)
5.01.03.202.04 | Sinkronnya Koordinasi Jumlah Laporan BAPPELITB 2 laporan 39.966.000 39.966.000
Renstra/Renja Pelaksanaan Hasil Sinkronisasi ANGDA
dengan Sinergitas dan Renstra/Renja
RKPD/RPIJMD Harmonisasi dengan
pada Bidang Perencanaan RKPD/RPJMD
Perekonomian Pembangunan Daerah | pada Bidang
Bidang Perekonomian Perekonomian
5.01.03.202.05 | Terkordinirnya Koordinasi Jumlah Dokumen BAPPELITB 2 dokumen 45.275.000 2 45.275.000
Penyusunan Penyusunan Dokumen | Perencanaan ANGDA
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Bidang
Pembangunan Bidang SDA (RPJPD, SDA yang
Daerah Bidang RPJMD dan RKPD) Dikoordinir
SDA (RPJPD. Penyusunannya
RPJMD dan (RPJPD. RPIMD
RKPD) dan RKPD)
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Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana

Kode Sasaran Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Tahun 2026
Program/Kegiatan | Pemerintahan Daerah | : Target Kebutuhan Sumber | Catatan Target Kebutuhan
; ) gram/Kegiatan . . Pentin ;
/Sub Kegiatan dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian | Satuan Dana / Pagu Dana 9 Capaian Dana / Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
5.01.03.203 OPD yang Koordinasi Jumlah dokumen BAPPELITB 6 dokumen 193.024.000 6 193.024.000
difasilitasi dalam Perencanaan Bidang Renja, Renstra ANGDA
penyusunan Infrastruktur dan dan Laporan
Renja, Renstra Kewilayahan Kinerja Program
dan Laporan Bidang
Kinerja Program Infrastruktur dan
bidang Kewilayahan
Infrastruktur dan
Kewilayahan
5.01.03.203.01 | Terkordinirnya Koordinasi Jumlah Dokumen BAPPELITB 3 dokumen 71.850.000 3 71.850.000
Penyusunan Penyusunan Dokumen Perencanaan ANGDA
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Bidang
Pembangunan Bidang Infrastruktur Infrastruktur yang
Daerah Bidang (RPJPD, RPJMD dan Dikoordinir
Infrastruktur RKPD) Penyusunannya
(RPJPD. RPIJMD (RPJPD. RPIJMD
dan RKPD) dan RKPD) (2
OPD)
5.01.03.203.04 | Sinkronnya Koordinasi Jumlah Laporan BAPPELITB 2 laporan 23.425.000 2 23.425.000
Renstra/Renja Pelaksanaan Hasil Sinkronisasi ANGDA
dengan Sinergitas dan Renstra/Renja
RKPD/RPIJMD Harmonisasi dengan
pada Bidang Perencanaan RKPD/RPJMD
Infrastruktur Pembangunan Daerah | pada Bidang
Bidang Infrastruktur Infrastruktur
5.01.03.203.05 | Terlaksananya Koordinasi Jumlah Dokumen BAPPELITB 3 dokumen 97.749.000 3 97.749.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen | Perencanaan ANGDA
Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Dokumen Pembangunan Daerah Daerah Bidang
Perencanaan Bidang Kewilayahan Kewilayahan yang
Pembangunan (RPJPD, RPJMD dan Dikoordinir
Daerah Bidang RKPD) Penyusunannya
Kewilayahan (RPJIPD. RPIMD
(RPJPD, RPIMD dan RKPD)
dan RKPD)
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Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana

Sasaran Urusan/Bidang Urusan . . Tahun 2026
Kode . - Indikator Kinerja Catat
Program/Kegiatan | Pemerintahan Daerah | o - - Target Kebutuhan Sumber atatan Target Kebutuhan
; ) gram/Kegiatan . . Pentin ;
/Sub Kegiatan dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian | Satuan Dana / Pagu Dana 9 Capaian Dana / Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
5.05 PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
5.05.02 penerapan PROGRAM Cakupan Inovasi BAPPELITB 89.71 persen 980.913.000 89.71 980.913.000
inovasi dalam PENELITIAN DAN dan Invensi yang ANGDA
pembangunan PENGEMBANGAN didesiminasikan
daerah DAERAH
5.05.02.204 Terlaksananya Pengembangan Jumlah Inovasi BAPPELITB 70 inovasi 980.913.000 70 980.913.000
Pengembangan Inovasi dan Teknologi dan Invensi yang ANGDA
Inovasi dan di Fasilitasi
Teknologi
5.05.02.204.01 | Terlaksananya Penelitian, Jumlah Dokumen BAPPELITB 321 dokumen 369.760.000 321 369.760.000
Penelitian, Pengembangan, dan Hasil Penelitian, ANGDA
Pengembangan, Perekayasaan di Pengembangan,
dan Bidang Teknologi dan dan Perekayasaan
Perekayasaan di Inovasi di Bidang
Bidang Teknologi Teknologi dan
dan Inovasi Inovasi
5.05.02.204.04 | Terselenggaranya | Sosialisasi dan Jumlah Laporan BAPPELITB 2 laporan 611.153.000 2 611.153.000
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Hasil ANGDA
Diseminasi Hasil- | Kelitbangan Penyelenggaraan
Hasil Kelitbangan Sosialisasi dan
Diseminasi Hasil-
Hasil Kelitbangan
TOTAL 7.547.823.000 7.477.823.000
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga
Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas
pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja
serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam
RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025. Dalam pelaksanaan tahun
berjalan Renja Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Purbalingga
Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk
Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga
Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih
operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara
perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan
strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat
Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan
Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian
tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah
pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappelitbangda
Kabupaten Purbalingga secara bersama-sama mempunyai tanggung
jawab untuk:

a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai

tugas dan kewenangannya;

b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran.
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Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan
pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap
pelaksanaan Renja Tahun 2025.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan

sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan

beedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah.

o Purballngga 23 Juli 2024
mﬁ K}}@RALA BAPPELITBANGDA
7,

‘ AN o Oh -
KUSMARTADHI, S.H.

Pemblna Utama Muda
NIP. 19650315 199103 1 013
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BAB III
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 merupakan
dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh
masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun
2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan
keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan
tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya
dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam
RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan
“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera
yang Berakhlak Mulia”.

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Jul 2024

SEKRETARIS DAERAH
’ /{(AAE’:E 11;-’;%1‘ EN PURBALINGGA

[N

'RAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR

\\



